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 DARI REDAKSI DARI  REDAKSI



editorial MAJALAH TRANSPARANSI



internal auditor, sebuah upaya perubahan…



sejak manusia berdiri, dan hal ini pun tak lepas dari diri pengawasan. Karenanya, entah berbalut istilah penajaman paradigma, reformasi ﬁlosoﬁ ataupun istilah lainnya, semuanya hanyalah bentuk lain dari perubahan menuju kesempurnaan, guna mempertahankan eksistensi organisasi atau institusi yang menaungi.



Perangkat utama yang patut mendapatkan porsi perhatian utama adalah orang dibalik pembuatan aturan dan kebijakan, orang ebagai media introspeksi dan evaluasi, dibalik pelaksanaan kegiatan hingga orang pengawasan lazim dilembagakan yang melaksanakan fungsi pengawasan. gamblang, konsentrasi menjadi institusi internal audit, karena Secara fungsinya yang crucial . Sebagai bagian perbaikan sumber daya manusia yang tak terpisahkan dari organisasi, institusi berkesinambungan dan terarah sebagai  brainware  perubahan organisasi/institusi internal audit ini terus menerus mengalami  brainware  adalah wajib hukumnya. Kata-kata seperti penajaman paradigma. regenerasi, remunerasi, reorganisasi adalah Keberadaannya yang kini tak semata sebagian dari implementasi perbaikan yang dapat dilaksanakan. menjadi wasit



S



belaka, ditengarai sebagai alasan dituntutnya para  Auditor untuk memetamorfosakan kuantitas dan kualitasnya ke arah yang lebih positif lagi. Betapa tidak, selain memainkan fungsinya sebagai watchdog, watchdog, juga dituntut secara professional untuk memerankan fungsi konsultan hingga guna memaksimalkan efektivitas dan eﬁsiensi organisasi. Bahkan lebih jauh lagi, Auditor diekspektasikan mampu menyuntikkan value pada proses yang tengah berlaku.



sehingga mampu perubahan yang berarti.



 A p a p u n pendapat kita tentang audit sebelumnya, diharapkan d e n g a n terbitnya transparansi kali ini, dapat m e n j a d i in sp ir asi b a h k a n mo ti va si per bai kan kualitas pribadi m a u p u n in st it us i menyumbangkan T



Haeril Bardan



Namun, bila diurai secara bijak, perubahan adalah satu hal yang tak pernah berhenti
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 PROFIL R. Sumadi Inspektur - III, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan



MENGAWALI DAN INGIN MENGAKHIRI KARIR PADA INSPEKTORAT JENDERAL D



i balik penampilan yang sederhana, putra seorang anggota TNI kelahiran Jakarta, 59 tahun silam ini sangat terbuka untuk berbagi pengalamannya terutama di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Berbekal ijazah Sarjana Muda, bapak satu orang puteri ini mengawali karirnya di tahun 1976 sebagai Staf Tata Usaha yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas Inspektur Proyek Pembangunan - Inspektorat Jenderal.



prestasi ini tentu tidak akan dapat dicapai tanpa dukungan dan pengertian yang tulus dari keluarga terhadap kesibukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.  Atas suka dan duka yang silih berganti menghampiri pengabdiannya di Inspektorat Jenderal, memancing adalah sebuah kegiatan yang dinikmati guna melepas penat dan jenuh sekaligus menyalurkan hobinya.



Inspirasi Usai menamatkan pendidikan sarjananya Berbekal prinsip ”sapta laku” yang di tahun 1977, karir beliau mulai dicetuskan Soetomo Adisasmito menampakkan cahaya. Beberapa jabatan -Inspektur Jenderal Pertama Departemen penting di lingkungan Inspektorat Jenderal Perhubungan periode tahun 1968-1983-, pernah dipercayakan pada beliau, sebut beliau menerapkan kebersamaan dalam saja Pemeriksa Udara (1981), Pemeriksa menjalankan tugas. Beliau menyadari betul Darat (1987-1989), Inspektur Pembantu akan pemaknaan total Sapta Laku yang bila Keuangan (1992), Kepala Bagian Rencana kemudian diimplementasi dalam kehidupan, & Program (1994), Inspektur Bidang IV maka akan memperkuat sikap saling asah, (1998), Inspektur Wilayah IV (1998) hingga asih dan asuh. Ini harus dimiliki oleh setiap Inspektur III yang kini tengah diembannya.  Auditor yang terus dituntut untuk berlaku Hal ini tak lepas dari berbagai dukungan profesional dalam bekerja, tanpa menaﬁkan bawahan, rekan sejawat hingga pimpinan, norma dan etika terutama norma dan etika ditambah pula berbagai pendidikan dan pengawasan. Untuk itu, akhlak menjadi poin pelatihan Kepemimpinan seperti SPALA, utama baik kala bertugas maupun dalam SPADYA, SPADYA, SPAMEN, SPAMEN, SPA SPATI, dan LEMHANAS LEMHAN AS kehidupan sehari-hari, selain ditunjang oleh yang menggenapkan kompetensi beliau. pengetahuan dan keahlian yang relevan. Selain itu, berbagai penghargaan semisal Berbagi pengalaman, pengetahuan dan Satyalancana Wira Karya, Satyalancana berbagi keahlian adalah media yang Pembangunan dan Satyalancana Karya tepat bagi para auditor sebagai sarana Satya XXX Tahun, dianugerahkan kepada pematangan diri. Karenanya, kesuksesan beliau sebagai apresiasi negara atas yang anggun adalah kesuksesan dalam dedikasinya lebih kurang 33 tahun. Prestasi- kebersamaan, kesuksesan bersama



4



transparansi  Vol. 4 No. No. 2 Tahun Tahun 2009



 PROFIL



masing-masing pribadi Auditor dengan rekan kerja serta lingkungannya. Gagasan Sebagai seorang pimpinan, beliau berupaya menciptakan iklim yang harmonis di lingkungan kerja sebagai wujud pengayoman kepada anak buah. Untuk itu, budaya saling menghargai perbedaan adalah salah satu cara yang digiatkan demi mengedepankan kebersamaan. Pengembangan diri, menurut pria berambut putih ini merupakan faktor dominan dalam keberhasilan seseorang. Pengaruh Permanent System  atau kondisi lingkungan erat terkait dengan pengembangan diri seseorang. Karenanya perubahan lingkungan ke arah yang lebih posiﬁf harus menjadi prioritas, sehingga secara langsung dapat memberikan energi posiﬁf dalam pengembangan diri setiap orang didalamnya. Untuk merubah kondisi lingkungan yang ada, diperlukan proses
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yang cukup kompleks, namun sejatinya proses tersebut tidak hanya berlangsung dari  bottom up  tetapi juga harus dari top down, tegas Inspektur III. Perspektif Pengawasan Beliau memandang bahwa sejalan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seyogianya Implementasi paradigma baru Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai ”Quality Assurance” dapat terus dibangun dan dilaksanakan secara profesional. Fungsi koreksi yang terkandung dalam peran Auditor sebagai Watchdog  harus diimbangi dengan fungsi konsultasi dan katalis agar performa kinerja Inspektorat Jenderal sebagai institusi Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan mampu memberikan dukungan yang signiﬁkan dalam pencapaian visi dan misi yang disepakati. Pedoman Sapta Laku kiranya masih sangat relevan
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dijadikan acuan dalam melaksanaan tugas seorang Auditor yang notabene dituntut menjunjung nilai dan norma yang ada.  Adapun Sapta Laku tersebut : 1.



melaksanakan tugasnya harus loyal dan taat pada peraturan dan menghormati pimpinan. Pedoman sapta laku ini harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas para Auditor, agar pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dapat berjalan sebagaimana mestinya.



7.



Sopan, seorang Auditor dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat Auditor serta tidak bertindak Harapan berlebihan (over acting); Berpengetahuan, seorang Auditor Harapan Bapak Sumadi selaku Eselon dalam melaksanakan tugasnya harus II dilingkungan Inspektorat Jenderal menguasai pengetahuan tentang Kementerian Perhubungan kedepan, agar pengawasan disertai pemahaman Inspektorat Jenderal -selaku pengawas yang cukup terhadap sasaran dari fungsional intern- dapat berperan di lini terdepan Kementerian Perhubungan, setiap obyek yang akan diaudit; Berinisiatif, seorang Auditor dalam bukan hanya sebagai pengawas tetapi melaksanakan tugasnya harus  juga sebagai ”change agent ” yang mampu fungsi konsultatif dan mampu, mau dan mempunyai inisiatif menjalankan untuk memberikan solusi alternatif korektif. Untuk menunjang tugas tersebut dalam setiap permasalaahan yang perlu didukung SDM yang handal dan dihadapi oleh Auditan, namun harus memenuhi persyaratan kompetensi yang tetap berpegang teguh pada norma telah ditetapkan. Dimulai dari perekrutan, penempatan pegawai sesuai kompetensinya aturan yang berlaku; Teliti, seorang Auditor dalam hingga pembinaan karir yang jelas dengan melaksanakan tugasnya harus memperhatikan kesejahteraan pegawai. melakukan suatu telaahan dan atau Penerapan reward and punishment analisis secara teliti terhadap setiap merupakan sebuah cara yang tepat keterangan, tanggapan, penjelasan, untuk mengembangkan atmosfer positif data dan laporan yang diterima, bagi SDM Inspektorat Jenderal sehingga sehingga diperoleh kesimpulan mampu bersaing di internal Inspektorat yang benar, akurat dan dapat Jenderal maupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. T dipertanggungjawabkan; Prasaja, seorang Auditor dalam Tim Jurnal menjalankan profesinya harus mengedepankan ucap, sikap, dan perilaku sederhana serta menghindari budaya konsumtif; Jujur, seorang Auditor dalam melaksanakan tugasnya senantiasa bertindak jujur dalam mengemukakan pendapat dan/atau menarik kesimpulan sesuai dengan data, keterangan dan informasi yang relevan, kompeten, cukup serta material; Loyal, seorang Auditor dalam
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SAMPLING AUDIT “Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.  Pernyataan Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja ketiga dari   BPK RI.” 



D



alam menentukan cukup tidaknya suatu bukti, pemeriksa harus memiliki keyakinan bahwa bukti yang cukup tersebut akan bisa meyakinkan seseorang bahwa temuan pemeriksaan adalah valid. Apabila mungkin, metode statistik bisa digunakan untuk menentukan cukup tidaknya bukti pemeriksaan. Di dalam laporan hasil audit dan kertas kerja seorang Auditor seringkali diungkap demikian, “........dari hasil uji  petik ditemukan bahwa sebagian besar  penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) tidak  sesuai prosedur (ilustrasi)”. Pertanyaannya adalah ketika seorang  Auditor mengungkapkan pernyataan tersebut di dalam Laporan Hasil Audit, apakah memang sudah diyakini bahwa bukti (SIB) yang di uji petik telah mewakili seluruh populasi ? Pernahkah disadari oleh seorang Auditor bahwa bukti yang diuji petik hanya sebagian kecil saja dari populasi (tidak mewakili/representatif) ? Bila itu yang terjadi maka Auditor tersebut telah melakukan kesalahan dan melanggar standar pelaksanaan ketiga.



dengan istilah sampling audit. Sampling adalah proses menerapkan prosedur audit pada sampel yang merupakan bagian dari keseluruhan populasi guna mengambil kesimpulan mengenai total populasi. Sampling pada hakikatnya adalah proses mempelajari keseluruhan dengan menelaah hanya sedikit. Pada saat yang sama, dengan sampling Auditor harus menerima risiko bahwa sampel yang dipilih tidak benar-benar mencerminkan populasi, yakni, bahwa karakteristik yang diproyeksikan dari sampel tidak sama dengan yang akan ditemukan jika keseluruhan populasi atau sampel dalam jumlah yang lebih besar diaudit. Pemilihan Sampel.  Ada beberapa aturan pengambilan sampel yang representatif. Dasar pemilihan yang berlaku dalam setiap prosedur sampling, adalah (1) Kenali populasi karena kesimpulan audit bisa didasarkan semata-mata dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, (2) Deﬁnisikan unit sampling sesuai tujuan audit, (3) Biarkan setiap unit sampel dalam populasi memiliki peluang yang sama (atau peluang tertentu) untuk dipilih.



Populasi adalah seperangkat unit analisa lengkap yang sedang diteliti. Dalam praktek audit mengambil seluruh populasi untuk  Auditor internal yang memilih menggunakan dijadikan bukti adalah sangat tidak mungkin penggunaan sampel audit bisa memilih mengingat banyaknya populasi yang ada, sampling statistik, sampling non statistik, gabungan keduanya. Proses sehingga yang sering dilakukan adalah atau hanya mengambil sebagian dari populasi pemilihan pada intinya merupakan hasil untuk menentukan jumlah bukti. Mengambil dari pertimbangan biaya-manfaat dan sebagian dari populasi inilah yang dikenal tidak mempengaruhi prosedur audit yang
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dilakukan. Diperlukan dua kriteria untuk menggolongkan pendekatan sampling sebagai pendekatan yang bersifat statistik : (1) Unit sampling harus dipilih secara acak, (2) Unit tersebut harus dievaluasi secara kuantitatif melalui penerapan teori probabilitas. Bila kedua kriteria ini tidak terpenuhi maka pendekatan tersebut digolongkan sebagai non statistik (yang secara tradisional disebut sampling menggunakan pertimbangan). Dengan sampling non statistik, Auditor internal menentukan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil-hasilnya berdasarkan pengalaman audit yang bersifat subjektif. Baik sampling statistik maupun sampling non statistik memproyeksikan karakteristik sampel ke populasi. Setiap sampel memiliki risiko tidak andal mencerminkan populasi. Beberapa kelebihan dan kekurangan baik sampling statistik maupun sampling non statistik adalah : Sampling Statistik. Kelebihan : Memberi kesempatan untuk memilih ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengujian audit. Memberikan pernyataan kuantitatif atas hasil-hasil sampel. Memberikan ukuran kuantitatif atas risiko sampling. Memberikan ukuran kecukupan bukti yang diperoleh. Memungkinkan Auditor untuk secara eksplisit menspesiﬁkasi tingkat keandalan (keyakinan) dan tingkat ketepatan yang diinginkan (materialitas). Mudah diterapkan menggunakan piranti lunak. Memberikan pernyataan hasil audit yang lebih kuat. Memberikan rekomendasi yang lebih •



•



•



•



•



•



•



•
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objektif bagi manajemen. Kekurangan : Memerlukan pemilihan sampel acak yang mungkin lebih menghabiskan biaya dan waktu. Bisa menimbulkan masalah dalam penetapan korelasi antara angkaangka acak yang dipilih dan unit-unit dalam populasi jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin membutuhkan biaya pelatihan tambahan bagi karyawan untuk menggunakan statistik atau piranti lunak khusus. •



•



•



Sampling Nonstatistik. Kelebihan : Memungkinkan Auditor menggunakan pertimbangan subjektif dalam menentukan ukuran sampel dan proses pemilihan unit-unit bernilai dan berisiko tinggi. Bisa dirancang untuk seefektif dan seeﬁsien sampling statistik tetapi biayanya lebih rendah. •



•



Kekurangan :  Tidak bisa diambil rujukan statistik yang valid atas hasil-hasil sampel.  Tidak bisa mengukur dan menyatakan risiko sampling secara kuantitatif. Memiliki risiko melakukan audit secara berlebihan atau bahkan kekurangan. Mungkin tidak cocok bagi karyawan yang tidak berpengalaman, karena validitas pendekatan didasarkan pada pengalaman dengan proses sampling. •



•



•



•



Sampling Nomor Acak (Random Number Sampling). Sampling dengan cara ini umumnya dianggap paling tepat menghasilkan sampel representative. Cara ini menggunakan algoritma komputer atau tabel angka yang secara ilmiah telah “diacak”. Algoritma atau tabel tersebut memberikan keyakinan penuh
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bahwa setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Banyak tabel seperti ini telah dikompilasi. Secara umum, tabel algoritma mudah digunakan dan caranya adalah sebagai berikut : 1. Buka tabel, tempatkan pensil di atasnya tanpa melihat. Mulai pilih angka dari digit terdekat dengan titik yang ditunjuk oleh pensil. 2. Gunakan sebanyak mungkin digit sesuai nomor referensi dari dokumen yang dipilih. Misalnya, jika memo penerimaan yang sedang diperiksa memiliki maksimal 7 digit nomor, maka gunakan 7 angka juga dari tabel. 3. Setelah titik awal dipilih, lanjutkan dengan urutan yang sudah ditentukan sebelumnya-kolom ke bawah atau baris ke samping-tanpa menyimpang, karena penyimpangan mengimplikasikan bias personal. 4. Jika nomor yang berlaku tidak muncul, lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor yang dipilih kemudian bisa disusun sesuai nomor urut untuk memudahkan pencocokannya dengan dokumen, anggaplah dokumen itu sendiri disimpan berurutan. Sampling nomor acak kadangkadang bisa sulit digunakan. Dokumen mungkin tidak bernomor atau tidak bisa segera diidentiﬁkasi, atau nomor identiﬁkasi yang diberikan mungkin agak panjang, sehingga hampir tidak mungkin untuk memasang digit acak dengan nomor identiﬁkasi.



menentukan halaman dan dua digit terakhir untuk menentukan baris. Simple Random Sampling. Sampel acak sederhana adalah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit audit atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Peluang yang dimiliki oleh setiap unit audit untuk dipilih sebagai sampel sebesar n/N, yakni ukuran sampel yang dikehendaki dibagi dengan ukuran populasi. Dalam menggunakan teknik Sampling Random Sederhana ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain : 1. Harus tersedia kerangka sampling atau memungkinkan untuk dibuatkan kerangka samplingnya (dalam kerangka sampling tidak boleh ada unsur sampel yang dihitung dua kali atau lebih). 2. Sifat populasinya harus homogen, jika tidak, kemungkinan akan terjadi bias. 3. Ukuran populasinya tidak tak terbatas, artinya harus pasti berapa ukuran populasinya. 4. Keadaan populasinya tidak terlalu tersebar secara geograﬁs.



Dibawah ini diberikan ilustrasi tentang penggunaan Simple Random Sampling dengan menggunakan tabel angka random  (random numbers ). Sebuah sekolah swasta memiliki 250 siswa, sebuah lembaga penelitian akan melengkapi survey mereka dengan mewawancarai 9 siswa yang akan dipilih. Angka-angka yang ada di tabel mewakili setiap siswa. Namun pemilihan akan menjadi mudah jika  Teknis pengambilan sampel yaitu surveyor daftar populasi dicetak. Kemudian, tabel menetapkan dan memilih angka 210 dan nomor acak bisa digunakan untuk memilih selanjutnya ditetapkan nomor yang dipilih satu halaman dan satu baris. Misalnya, adalah 2 angka ke kanan dan 1 baris ke anggaplah cetakan terdiri atas 250 halaman bawah, demikian seterusnya hingga terpilih dengan 52 baris dalam satu halaman. 9 angka. Angka yang terpilih adalah 210,  Auditor mungkin ingin menggunakan 61, 213, 207, 229, 47, 20, 181, dan 44. tiga digit pertama kolom digit acak untuk
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Tabel Random Numbers Cara Menentukan Ukuran Sampel pada Teori Sampling Statistik. Ukuran sampel atau besarnya sampel yang diambil dari populasi, merupakan salah satu faktor penentu tingkat kerepresentatifan sampel yang digunakan. Pertanyaannya, berapa besar sampel harus diambil dari populasi agar memenuhi syarat kerepresentatifan ? Menurut I Gusti Bagoes Mantra dan Kasto dalam buku yang ditulis oleh Masri Singarimbun dan Soﬁan Effendi, Metode Penelitian Survai (1989), menyatakan bahwa sebelum kita menentukan berapa besar ukuran sampel yang harus diambil dari populasi tertentu, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu : 1. Derajat keseragaman populasi (degree of homogenity   ). Jika tingkat homogenitas populasinya tinggi atau bahkan sempurna, maka ukuran sampel yang diambil boleh kecil, sebaliknya  jika tingkat homogenitas populasinya rendah (tingkat heterogenitasnya tinggi) maka ukuran sampel yang diambil harus besar. Untuk menentukan tingkat homogenitas populasi sebaiknya dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji statistik tertentu. 2. Tingkat presisi  (level of precisions ) yang digunakan. Tingkat presisi, terutama digunakan dalam penelitian eksplanatif,
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3.



4.



misalnya penelitian korelasional, yakni suatu pernyataan peneliti tentang tingkat keakuratan hasil penelitian yang diinginkannya. Tingkat presisi biasanya dinyatakan dengan taraf signiﬁkansi (α ) yang dalam penelitian sosial biasa berkisar 0,05 (5%) atau 0,01 (1%), sehingga keakuratan hasil penelitiannya (selang kepercayaannya) 1- α yakni bisa 95% atau 99%. Jika kita menggunakan taraf signiﬁkansi 0,01 maka ukuran sampel yang diambil harus lebih besar daripada ukuran sampel jika kita menggunakan taraf signiﬁkansi 0,05. Rancangan Analisis. Rancangan analisis yang dimaksud adalah sesuatu yang berkaitan dengan pengolahan data, penyajian data, pengupasan data, dan penafsiran data yang akan ditempuh dalam penelitian. Alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada pada peneliti, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Selain mempertimbangkan faktor-faktor di atas, beberapa buku metode penelitian menyarankan digunakannya rumus tertentu untuk menentukan berapa besar sampel yang harus diambil dari populasi. Jika ukuran populasinya diketahui dengan pasti, Rumus Slovin di bawah ini dapat digunakan. Rumus Slovin :
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95%, maka besarnya sampel adalah : Masih banyak teori tentang sampling audit yang tidak dibahas dalam tulisan ini tetapi satu hal bahwa tulisan ini telah membantu  Auditor di dalam menggunakan prinsipprinsip sampling ilmiah sesuai dengan tujuan audit. Di dalam memberikan opini audit seorang Auditor harus berbicara tentang fakta audit sehingga rekomendasi Keterangan : yang disampaikan tidak bias tetapi n = ukuran sampel mengungkapkan temuan yang sesuai N = ukuran populasi e = kelonggaran ketidak telitian karena kenyataan di lapangan. kesalahan pengambilan sampel Kesimpulan. yang ditolerir, misalnya 5%. Sehubungan dengan sampling audit, Batas kesalahan yang ditolerir ini untuk  Auditor harus mengingat ketentuan berikut setiap populasi tidak sama, ada yang 1%, ini : 2%, 3%, 4%, 5%, atau 10%. Jika ukuran populasinya besar yang didapat dari pendugaan proporsi populasi, Rumus



1.



2.



3. 4.  Yamane yang harus digunakan. Keterangan : d = batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang digunakan. Umpama, Auditor ingin menduga proporsi penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) dari populasi 10.000 SIB. Presisi ditetapkan di antara 5% dengan tingkat kepercayaan



5.



6.



7. 8.



Ketahui prinsip-prinsip sampling ilmiah, tetapi gunakan hanya jika sesuai dengan tujuan audit. Ketahui populasi, dan berikan opini audit berdasarkan populasi yang disampel. Berikan kesempatan yang sama untuk dipilih bagi unit-unit dalam populasi. Jangan biarkan bias pribadi mempengaruhi sampel. Jangan biarkan pola-pola dalam populasi mempengaruhi keacakan sampel. Jangan mengambil kesimpulan tentang keseluruhan populasi berdasarkan sampel purposive atau yang diarahkan (menggunakan pertimbangan), meskipun masing-masing memiliki kegunaan. Lakukan stratiﬁkasi bila mungkin untuk mengurangi variabilitas dalam sampel. Jangan berhenti pada hasil-hasil statistik, ketahui mengapa varians terjadi. T Johny Barita, S
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MENGUKUR KEKUATAN BETON DENGAN PALU BETON (CONCRETE HAMMER TEST) DI LAPANGAN  A. Pendahuluan Pada saat audit sering kita jumpai kegiatan pembangunan yang menggunakan jenis struktur beton bertulang, seperti pembuatan dermaga dan trestle pada pelabuhan laut; pembuatan breashting dolphin, mooring dolphin serta dudukan Moveable Bridge (MB) pada pelabuhan penyeberangan; pembuatan apron dan gedung terminal pada bandar udara; pembangunan gedung dan lapangan parkir kendaraan pada terminal bis; pembuatan bantalan beton untuk jalan rel kereta api; dan lain sebagainya. Struktur beton bertulang terdiri dari beton dan tulangan besi. Salah satu persyaratan pada spesiﬁkasi teknis yang digunakan untuk pekerjaan beton adalah kekuatan tekan beton yang biasa dinotasikan dengan “K” ditambah angka dibelakangnya yang menyatakan karakteristik beton yang bersangkutan, misalnya K-300 yang berarti mutu beton dengan kekuatan tekan karakteristik 300 kg/cm2. Peraturan Beton Indonesia menyatakan beton untuk pekerjaanpekerjaan struktural dimana dipakai mutu beton dengan kekuatan
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tekan karakteristik yang lebih tinggi dari 225 kg/cm2, pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus dan harus dilakukan dibawah pimpinan tenaga-tenaga ahli. Disyaratkan pula adanya laboratorium beton dengan peralatan yang lengkap yang dilayani oleh tenaga-tenaga ahli yang dapat melakukan pengawasan mutu beton secara kontinu. Pengawasan mutu ini terdiri dari pengawasan yang ketat terhadap mutu bahan-bahan dengan keharusan untuk memeriksa kekuatan tekan beton secara kontinu. Untuk mengetahui bahwa suatu konstruksi beton telah memenuhi persyaratan kekuatan, bisa dilihat dari data audit sekunder berupa hasil uji laboratorium



Pengujian bantalan beton dengan Palu beton
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Pada kesempatan ini, penulis akan mencoba menguraikan pelaksanaan pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan Concrete Hammer Test atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Palu Beton. B. Sekilas tentang Concrete Hammer Test (Pengujian Palu Beton) Palu beton diperkenalkan oleh Schmidt merupakan alat untuk mengukur kekerasan permukaan beton, yang penggunaannya telah diterima secara luas dimana uraian penggunaannya dan lain-lain tercantum secara lengkap dalam British Standard (BS) 4408, bagian ke 4.



Pengujian bantalan beton dengan mesin tekan terhadap kuat tekan benda uji dari pihak kontraktor pelaksana atau konsultan pengawas. Penentuan kekuatan tekan beton di Indonesia digunakan kubus standar dengan sisi 15 cm. Nilai-nilai kekuatan tekan kubus yang dihasilkan merupakan angka-angka perbandingan saja dan tidak dapat dianggap sama dengan kekuatan tekan yang akan diperoleh dari bangunan yang sesungguhnya. Jadi nilai-nilai kekuatan tekan tersebut hanya memberikan petunjuk mengenai mutu beton yang dapat diperkirakan akan tercapai.



Palu beton merupakan suatu alat yang berguna untuk menentukan kekuatan tekan dari bangunan-bangunan beton. Pelaksanaan pengujiannya relatif murah dan cara penggunaannya mudah; pengujian ini dapat dipergunakan untuk menilai keseragaman beton, umpama untuk bagian-bagian yang kurang kuat dalam suatu daerah dari sebuah tembok atau pelat beton.



Untuk meningkatkan keyakinan hasil audit terhadap data sekunder yang menyatakan mutu beton telah tercapai sebagaimana telah dinyatakan dari hasil uji tes kuat tekan beton kubus maka diperlukan pengujian-  Apabila digunakan palu beton untuk menilai pengujian pembanding. Ada beberapa kekuatan tekan beton di lapangan, maka bentuk metode pengujian yang dapat cara percobaan serta lingkungan harus digunakan diantaranya pengujian-pengujian sama dengan keadaan yang dihadapi setempat yang bersifat tidak merusak waktu dilakukan kalibrasi. Untuk setiap jenis seperti pengujian ultrasonic dan hammer, beton tertentu angka pantulannya dapat serta bersifat setengah merusak ataupun berbeda-beda akibat perbedaan kekerasan, merusak secara keseluruhan komponen-  jenis material dari agregat, dan bahan komponen bangunan yang diuji berupa pengikatnya, maka perlu untuk melakukan pembacaan berkali-kali dan kemudian pengujian pembebanan (Load Test).
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menentukan harga rata-ratanya. Agar palu beton dapat digunakan secara tepat maka perlu dilakukan persiapan permukaan beton yang seksama sebelumnya serta pembatasan-pembatasan dari cara pemakainya diperhatikan, dan kemudian digunakan secara rasional. Gambar dan bagian-bagian dari Palu Beton model N/L  Terdapat dua model palu beton yaitu model



N/NR dan model L/LR dengan perbedaan penggunaan sebagai berikut : 1.



2.



Model N dan NR dapat digunakan untuk menguji : a. Beton dengan ketebalan 100 mm atau lebih; b. Beton dengan ukuran butir maksimum ≤ 32 mm Model L dan LR dapat digunakan untuk menguji: a. Benda-benda dengan ukuran kecil (seperti dinding yang tipis dengan ketebalan 50 – 100 mm); b. Benda yang terbuat dari batu buatan yang sangat sensitive terhadap benturan.



C. Pelaksanaan pengujian dengan Palu Beton Untuk melaksanakan pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan Palu Beton perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Prinsip pengukuran Palu Beton Suatu masa baja diberi muatan energi kinetik melalui Sistem-Per dengan cara menekankan sebuah torak  ( plunger   ) sedikit demi sedikit pada permukaan yang akan diperiksa kekerasannya. Masa baja tersebut dilepas dan kemudian mengenai torak, yang tetap tertekan pada permukaan beton. Setelah pukulan ini, masa baja memantul kembali dan besarnya pantulan ini merupakan suatu ukuran dari kekerasan
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permukaan yang diperiksa, yang ditunjukan oleh sebuah jarum penunjuk yang dapat bergerak pada sebuah skala linear, terbagi atas besarnya pantulan-pantulan yang ditentukan secara empiris Bila palu beton digunakan untuk memeriksa kekerasan permukaan yang letaknya tidak vertikal, maka pembacaan pantulan harus dikoreksi oleh karena energi pukulan berubah. Kekerasan atau angka pantulan  (rebound number  atau ”R”) merupakan sifat beton yang relatif sehingga tidak mungkin ada hubungan ﬁsik antara kekerasan dan sifat-sifat lain dari beton. Hubungan empiris antara angka pantulan dan kekuatan telah ditetapkan dan pada umumnya makin besar angka pantulan makin tinggi kekuatan beton Secara ringkas, palu beton mengukur nilai pantulan “R” dimana terdapat hubungan yang spesiﬁk antara nilai “R” ini dengan kekerasan dan kekuatan beton. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung nilai R yang pasti adalah : a. Arah pantulan : horizontal, vertikal ke atas atau ke bawah; b. Umur dari beton; c. Ukuran dan bentuk dari contoh pembanding (kubus atau silinder). 2. a.



Prosedur pengukuran Lakukan beberapa percobaan pantulan Palu Beton pada permukaan yang rata dan keras sebelum melakukan pengukuran untuk data yang akan dijadikan bahan evaluasi. Gunakan batu gerinda untuk membuat permukaan yang akan diuji rata dan halus. b. selalu memegang palu beton dengan kedua tangan karena pada saat melepaskan torak pantul  ( impact  plunger   ) akan menghasilkan tolakan. c. Posisi Palu Beton harus tegak lurus pada permukaan yang akan diuji. d.  Tekan Palu Beton kearah permukaan
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f.



g.



h.



yang akan diuji sambil menekan tombol “push button” sehingga torak pantul terlepas. Masing-masing permukaan beton diuji paling sedikit 8 sampai dengan 10 pantulan, dimana masing-masing titik pantulan harus berjarak tidak kurang dari 20 mm. Posisikan Palu Beton tegak lurus dan berlawanan arah dengan permukaan test. Tekan Palu Beton kearah permukaan yang akan diuji dengan kecepatan sedang sampai pantulan terjadi. Jika anda menggunakan palu beton model N dan L, tekan tombol “push button” untuk mengunci torak pantul pada setiap pantulan, kemudian baca dan catat nilai pantulan “R” yang ditunjukkan pada skala. Jika anda menggunakan model NR dan LR, nilai pantulan R langsung tercatat pada kertas pencatatan. Penguncian terhadap torak pantul hanya pada saat setelah pantulan terakhir.



3. Hasil dan evaluasi data Nilai pantulan “R” untuk model N dan L setiap pantulan langsung didapat dari petunjuk pointer pada skala linear yang ada pada alat, sedangkan untuk model NR dan LR, nilai “R” langsung tercatat pada kertas pencatatan. Kertas pencatatan bisa digunakan untuk mencatat sampai dengan 4000 test untuk setiap roll-nya. Untuk mengevaluasi hasil dilakukan dengan cara: a. Hitung nilai R rata-rata (Rm) dari 8–10 nilai pantulan R yang telah diukur. Jangan memasukan nilai R yang terlalu besar atau terlalu kecil (nilai terkecil atau terbesar) pada perhitungan Rm. b.  Tentukan kurva konversi yang cocok dengan bentuk benda uji (kubus atau silinder). Kemudian gunakan nilai Rm pada kurva konversi yang cocok
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untuk mendapatkan nilai rata-rata kuat tekan.



pemeriksaan benda uji kubus yang bersisi 15 cm pada umur dua puluh delapan hari.  Apabila bentuk dan ukuran benda uji yang 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi ditentukan lain misalnya kubus yang bersisi 20 cm; atau silinder diameter 15 cm dengan nilai R a. Arah dari pantulan tinggi 30 cm; maka hasil kuat tekannya Nilai pantulan R yang terukur tergantung harus dikoreksi terhadap kekuatan tekan dari arah pantulan. beton ukuran standar (kubus bersisi 15 cm). b. Koeﬁsien bentuk Kuat tekan yang terukur pada mesin uji Pada kurva konversi yang sudah disediakan kuat tekan tergantung dari bentuk dan adalah untuk kuat tekan dengan benda uji ukuran benda uji. silinder dia 150 x 300 atau dia. 6” x 12 “ dan kubus ukuran 15 cm. koeﬁsien untuk Bentuk benda uji yang biasa digunakan penyesuai bentuk benda uji adalah sebagai untuk menguji kekuatan tekan beton adalah berikut : kubus dan silinder. Masing-masing bentuk (kubus atau silinder) menghasilkan kekuatan Tabel penjelasan di atas, ada pada halaman tekan yang berbeda. Demikian pula apabila  selanjutnya. bentuk sama tetapi berbeda ukuran, kekuatan tekan yang dihasilkan berbeda 5. Pengujian Palu Beton pada pada pula. Misalnya sama-sama bentuk kubus saat audit ﬁsik tetapi yang satu berukuran 15x15x15 cm Pada saat audit terhadap satker dan yang lainnya 20x20x20 cm, kekuatan pembangunan faspel laut, salah satu tekan yang dihasilkan akan berbeda. kegiatannya adalah pembuatan dermaga dari beton bertulang dengan menggunakan  Yang dimaksud dengan kekuatan beton beton K-300. Dari hasil uji tes kubus beton adalah kekuatan tekan yang diperolah dari 150 x 150 cm diketahui bahwa semua
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kuat tekan benda uji sudah memenuhi persyaratan dimana rata-rata kuat tekan beton karakteristik yang dihasilkan adalah 315 kg/cm atau lebih besar dari 300 kg/  cm2. Untuk menguji kebenaran data hasil laboratorium tersebut, pihak Auditor melakukan perbandingan hasil uji dengan melakukan pengujian Palu Beton model N pada struktur dermaga di lapangan pada saat audit ﬁsik dimana umur beton sudah mencapai 30 hari (antara 14 -56
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hari). Bagian yang diuji adalah pelat lantai dermaga sehingga posisi saat pengujian palu beton mengarah vertical ke bawah. Dari hasil test palu beton diketahui nilai pantulan R yang terukur selama 10 kali pengukuran adalah sbb: R1=29, R2=31, R3=30, R4=30, R5=32, R6=28, R7=33, R8=30, R9=29, dan R10=32. Berdasarkan hasil perhitungan Rm diketahui rata-rata nilai pantulan R adalah : Rm = (29+31+30+30+32+28+33+30+29+ 32)/10 = 30,4
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Dari kurva konversi untuk Palu Beton Model N dengan menggunakan kubus beton 15 x 15 x 15 cm didapatkan nilai fck cubem adalah 320 kg/cm2 (lebih besar dari 300 kg/cm2). Dengan demikian kekuatan tekan beton untuk bagian pelat dermaga tersebut sudah memenuhi spesiﬁkasi teknis yang dipersyaratkan untuk mutu beton K-300. D. Perawatan terhadap alat uji Palu Beton 1.



2.



3.



4.



Jika memungkinkan, lakukan pengujian performa kinerja Palu Beton setiap waktu sebelum menggunakan peralatan. Bagaimanapun paling tidak setiap 1000 pantulan atau setiap 3 bulan. Bersihkan setiap habis digunakan. Jangan pernah merendam peralatan dalam air atau mencucinya dibawah kucuran air keran. Laplah torak pantul dan badan luar peralatan dengan kain bersih. Sebelum menyimpan palu beton pada tempatnya, lepaskan pantulan sebagaimana selama pengukuran dan kunci torak pantul dengan tombol “push button”. Untuk keamanan tombol push button diplester dengan perekat yang cukup kuat. Disarankan agar Palu Beton diperiksa pemakaiannya setelah 2 tahun dan dibersihkan dengan mengirimkannya kepada pusat layanan servis yang telah ditunjuk oleh vendor.



beton (Concrete Hammer Test) dapat menjadi data pembanding terhadap data sekunder berupa hasil pengujian laboratorium terhadap kuat tekan beton.  Apabila dari hasil pengujian terjadi penyimpangan kualitas beton misalnya pada struktur yang menggunakan beton sebagai materialnya, dapat menyebabkan terjadinya retakan-retakan pada sebagian atau keseluruhan dari struktur bangunan. Jika penyimpangan kualitas akhir ini dijumpai pada pelaksanaan suatu bangunan ada dua alternatif yang dapat diambil dalam penanggulangannya. Pertama mengganti sebagian atau keseluruhan struktur yang tidak memenuhi persyaratan dan yang kedua mengadakan penelitian secara menyeluruh tentang kekuatan dan kekakuan konstruksi untuk kemudian memberi rekomendasi terhadap penggunaan tata ruang perkuatan konstruksi tersebut. T  Amin Hudaya Daftar Pustaka : 1. Luky Sugiarto, Ir, M.Eng & Sumardi K,  Teknologi Beton; 2. Manual Book Concrete Hammer Test; 3. Mawardi Lubis, Ir., Pengujian Struktur Beton dengan Metode Hammer Test dan Metode Uji Pembebanan (Load  Test).



B. Kesimpulan Salah satu teknik audit yang dapat dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh pihak lain (kontraktor atau konsultan pengawas) dengan data primer (hasil pengambilan sendiri). Pengujian kualitas beton dengan menggunakan palu
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STANDAR KOMPETENSI  Apa itu Kompetensi ?



S



umber Daya Manusia memegang peranan penting dalam Organisasi. Bermacam bahasan tentang SDM dan manajemennya telah silih berganti dikemukakan dan digunakan dalam usaha untuk mengoptimalkan peran SDM dalam organisasi. Namun yang jelas, semua bahasan tersebut selalu bermuara pada bagaimana mendapatkan SDM yang terbaik, tepat dan berkualitas yang bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan tujuan akhir kinerja organisasi yang optimal. Sebuah variabel yang selalu disebut-sebut dalam setiap pembahasan Sumber Daya Manusia adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Kompetensi erat kaitannya dengan kewenangan. Orang yang kompeten ialah orang yang memiliki kemampuan dan sekaligus juga kewenangan. Lyle M. Spencer, Jr. dan Signe



M. Spencer dalam bukunya Competence  at Work, Models for Superior Performance (1993), mengemukakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang biasanya terkait dengan kinerja efektif menurut kriteria tertentu dan/atau kinerja superior dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Terdapat lima lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu  motives, traits, selfconcept, knowledge, dan skill . 1.



Motives, yaitu konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu.



2. Traits, yaitu karakteristik ﬁsik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu. 3.



Self Concept, yaitu sikap, nilai, atau imaginasi seseorang.



4.



Knowledge, informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari knowledge test, sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan.



5.



Skills, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas ﬁsik atau mental tertentu.



Komponen kompetensi motives dan traits
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disebut  hidden competency   karena sulit untuk dikembangkan dan sulit mengukurnya. Komponen kompetensi  knowledge  dan skills disebut visible competency   yang cenderung terlihat, mudah dikembangkan dan mudah mengukurnya. Sedangkan komponen kompetensi  self concept  berada di antara kedua kriteria kompetensi tersebut.



baik, yaitu berpengetahuan bagus, ahli pada bidangnya, serta memiliki kebiasan dan karakteristik pribadi yang baik pula. Namun, masih terdapat satu hal yang lebih penting yaitu kesesuaian antara kompetensi individu dengan kompetensi inti, yaitu kompetensi inti yang dimiliki organisasi yang terinci dalam kompetensi-kompetensi tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dalam contoh Dari lima komponen kompetensi, kemudian sebagai berikut. Seseorang yang memiliki Watson Wyatt mengemukakan bahwa pengetahuan dan keahlian dalam bidang kompetensi merupakan kombinasi teknik sipil, pasti harus kompeten di bidang dari keterampilan  (skill   ), pengetahuan teknik sipil. Namun kompetensi seorang  (knowledge ), dan perilaku  (attitude ) yang insinyur teknik sipil yang berprofesi sebagai dapat diamati dan di terapkan secara dosen akan berbeda insinyur teknik sipil kritis untuk suksesnya yang berprofesi sebuah organisasi sebagai Manajer dan prestasi kerja “Kompetensi merupakan Proyek. Di sini serta kontribusi pribadi terlihat, kompetensi  kemampuan menguasai individu tidak bisa karyawan terhadap organisasinya. berdiri sendiri hanya dan menerapkan Dari beberapa sebatas kebisaan  pengetahuan, deﬁnisi di atas, atau kemampuan  keterampilan/keahlian, dapat dikemukakan seseorang, tetapi ia bahwa komponen dan sikap kerja tertentu terkait erat dengan kompetensi terdiri tugas dan profesi di tempat kerja sesuai dari pengetahuan, yang dijalankan keahlian, kebisaan, dan orang itu dalam dengan kinerja yang karakteristik personal. pekerjaan. dipersyaratkan”  Seluruh komponen itu secara bersamaSeseorang yang sama terpadu pada diri tidak berhasil seseorang saat ia melaksanakan pekerjaan melaksanakan tugas pekerjaan, bukanlah atau menghadapi situasi/permasalahan berarti ia tidak memiliki kompetensi, tetapi tertentu. Hal ini berarti, tidak cukup hanya mungkin saja karena yang bersangkutan dengan pengetahuan saja, seseorang memiliki kompetensi yang tidak sesuai dikatakan memiliki kompetensi namun juga dengan pekerjaannya. Hal ini sering kita harus memiliki keahlian untuk mewujudkan  jumpai di lingkungan instansi pemerintah pengetahuan itu. bahwa seorang pegawai memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan Kompetensi Individu dan Kompetensi persyaratan kompetensi minimal yang inti dituntut oleh jabatannya. Untuk mengetahui Pada bahasan di atas, telah dijelaskan seberapa jauh kesesuaian  ( matching ) antara begitu pentingnya kompetensi. Secara kompetensi jabatan dengan kompetensi personal, pegawai yang bagus adalah individu (pemegang jabatan), dilakukan pegawai yang memiliki kompetensi yang melalui proses pengukuran kompetensi.
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Selain itu, kompetensi individu tak bisa  jabatan (Keputusan Kepala BKN Nomor dilepaskan dari kompetensi inti (core 46A Tahun 2003). Pengukuran kompetensi competence ) organisasi. Seorang yang ini bertujuan untuk memperoleh data sejatinya kompeten di bidangnya, mungkin atau informasi yang dapat dijadikan bukti dianggap tidak kompeten bila bekerja di yang menunjukkan apakah pemegang organisasi lain dengan kompetensi inti  jabatan memenuhi atau tidak memenuhi berbeda. Jadi, kompetensi di sini memiliki kompetensi minimal yang dipersyaratkan kekhasan untuk setiap individu, jenis untuk melaksanakan tugas jabatannya. pekerjaan, jabatan serta organisasi dan Pengukuran kompetensi merupakan suatu kondisi eksternal yang melekat padanya. pendekatan untuk memperoleh SDM yang professional. Hasil dari pengukuran diperoleh Konsep kompetensi sudah digunakan data dan informasi yang objektif, valid, serta banyak organisasi bahkan berbagai dapat di pertanggungjawabkan. perusahaan besar di dunia dengan beragam  jenis dan latar belakang bisnisnya. Dengan Pengukuran kompetensi dapat dilakukan konsep kompetensi, organisasi bisa dengan menggunakan metode yang melakukan kinerjanya dengan optimal : tepat sesuai dengan kebutuhan. terdapat 1. Membentuk dan memperjelas standar beberapa metode dan alat ukur yang kerja; digunakan dalam pengukuran kompetensi 2. Alat seleksi pegawai yang efektif; seperti Referensi dari professional. 3. Memaksimalkan produktivitas;  Assessment Center, Psikotes, Wawancara 4. Dasar untuk pengembangan sistem Perilaku (Behavioral Event Interview/ remunerasi; Competency Based Interview), Self 5. Memudahkan adaptasi terhadap  Assessment, Panel, Kuesioner Ordinal/  perubahan; Likert, dan Biodata (Life History 6. Menyelaraskan perilaku kerja dengan  Assessment) nilai-nilai organisasi. Standar Kompetensi Auditor Dalam aplikasi konsep kompetensi ini, (Kementerian Dephub) terdapat dua hal yang penting yang menjadi Berkaca dari bahasan tentang kompetensi perhatian dalam menyesuaikan kompetensi di atas, tidak salah bila kita coba terapkan tugas/jabatan yang dipersyaratkan dengan pada sebuah jabatan yang memegang kompetensi pegawai atau pemegang peranan penting dalam kinerja Kementerian  jabatan yaitu penentuan/identiﬁkasi Perhubungan yaitu Auditor Inspektorat kompetensi serta pengukuran kompetensi. Jenderal Kementerian Perhubungan. Pengukuran kompetensi menjadi sangat Berbagai upaya tentu saja telah dilakukan penting karena inti dari konsep kompetensi dalam rangka meningkatkan kinerja dari para adalah gap antara kompetensi pegawai/   Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian pemegang jabatan dengan kompetensi Perhubungan. Namun, konsep kompetensi tugas/jabatan. Semakin kecil gap sebagai sebuah metode yang dianggap tersebut semakin tepatlah pegawai yang efektif seperti bahasan di atas sampai saat menjalankan tugas tersebut. ini belum pernah dijadikan wacana sebagai pilihan untuk mengelola SDM Auditor dalam Pengukuran kompetensi adalah proses rangka menjawab tuntutan kinerja yang membandingkan antara kompetensi jabatan semakin kompleks. Bahkan secara umum yang dipersyaratkan dengan kompetensi untuk standar Auditor saja sampai saat ini yang dimiliki oleh pegawai atau pemegang sepertinya belum ada. Untuk Auditor APIP
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misalnya, sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan standar kompetensinya. Memang tidak mudah untuk merancang sebuah standar kompetensi, namun kebutuhan untuk hal tersebut saat ini tampaknya sudah cukup mendesak. Disaat organisasi-organisasi lain telah berjalan mengembangkan konsep kompetensi ini sejak beberapa tahun yang lalu ada baiknya untuk segera mengejarnya. Standar kompetensi Auditor untuk Satuan Pengawas Intern Perusahaan misalnya telah mulai dirancang oleh FKSPI untuk memberikan norma standar kompetensi  Auditor yang tergabung dalam wadah ini.



 Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, kompetensi secara umum harus memenuhi standar umum kompetensi  Auditor APIP (oleh BPKP) yang mengatur kompetensi Auditor secara umum baik skil, pengetahuan, maupun sikap/kepribadian yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai seorang Auditor APIP. Setelah memenuhi standar tersebut, baru Inspektorat Jenderal Kementrian Perhubungan menerapkan standar khusus untuk menjalankan tugas Auditor sektor Perhubungan yang berisi skill dan pengetahuan teknis perhubungan serta skill dan pengetahuan lain yang melekat dan dibutuhkan dalam kinerja Perhubungan. Selain itu, dibutuhkan juga sikap/kepribadian yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kementerian Perhubungan, misalnya posisi auditi yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia, berhadapan dengan auditi dari berbagai macam suku dan latar belakang kemampuan, dan sebagainya.



Norma umum standar Auditor memang hendaknya dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi yang menjadi induk dari unit-unit dimana para Auditor berkiprah. Untuk Auditor-Auditor institusi APIP seperti Inspektorat Jenderal Kementerian menjadi tanggungjawab BPKP untuk menyusun Standar Kompetensi ini. Dari standar umum kompetensi Auditor APIP  Yang pasti, standar kompetensi Auditor yang dikeluarkan BPKP ini maka tiap- Inspektorat Jenderal Kementerian tiap institusi pengawasan yang berinduk Perhubungan harus cukup jelas kepadanya dapat menyusun standar menjabarkan hal-hal yang menjadi batasan kompetensi auditor secara lebih spesiﬁk kualitas tugas yang harus dikerjakan Auditor sesuai kondisi dan persyaratan yang ada di sesuai kebutuhan maksimal organisasi lingkup organisasinya. secara spesiﬁk dan jelas, tidak hanya menjabarkan hal-hal yang sifatnya umum Inspektorat Jenderal Kementerian dan abstrak sebagaimana kompetensi Perhubungan sebagai salah satu institusi  Auditor yang saat ini telah banyak  APIP tentu sangat tergantung pada dikeluarkan organisai-organisasi Auditor. norma umum standar Auditor ini sebelum Standar kompetensi ini harus dapat menjadi secara spesiﬁk menyusun standar acuan dalam menilai kompetensi Auditor. kompetensi Auditor Inspektorat Jenderal Pada akhirnya diharapkan sertiﬁkasi yang Kementerian Perhubungan yang tentu selama ini digunakan sebagai pengakuan berbeda dengan standar kompetensi atas kompetensi seorang Auditor harus  Auditor Kementerian lainnya. Seperti mengacu pada standar kompetensi ini. T disebut pada pokok bahasan sebelumnya, perbedaan standar kompetensi tersebut Wasis Danardono karena kondisi organisasi, pokok tugas Kepala Sub Bagian TLHPP-I Bagian Tindak Lanjut organisasi, serta kondisi eksternal-sosial yang berkaitan dengan organisasi. Untuk Hasil Pengawasan Penunjang
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FENOMENA DRAFT/KONSEP PERATURAN MENTERI SEBAGAI HASIL STUDI (APAKAH MEMANG DIBUTUHKAN ?) S



ebagian dari kita mungkin masih organisasi dapat dijalankan dengan baik. mempertanyakan apa perbedaan antara Kita mengenal beberapa jenis Peraturan Peraturan Menteri dengan Keputusan Perundang-undangan mulai dari Undang Menteri ? karena 2 hal tersebut sudah sering Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan kita dengar pada saat kita mencari dasar Presiden, Peraturan Menteri Perhubungan hukum dalam menjalankan tugas pokok sampai dengan Peraturan Pejabat Eselon dan fungsi. Untuk itu sebelum menjelaskan I yang biasanya dikenal sebagai Petunjuk mengenai tulisan, kami akan mencoba  Teknis (JUKNIS). Ketentuan-ketentuan untuk menjelaskan perbedaan antara tersebut menjadi pedoman bagi setiap Peraturan Menteri dengan Keputusan unit kerja di lingkungan Departemen Menteri. Keputusan Menteri merupakan Perhubungan dalam menjalankan tugas penetapan  (beschikking ) yang bersifat pokok dan fungsi. nyata, mengikat individu atau kelompok yang berlaku hanya sekali atau saat itu saja Begitu pentingnya peranan dari peraturan sedangkan Peraturan Menteri merupakan Perundang-undangan ini sehingga dalam dibutuhkan persiapan pengaturan  (regeling ) yang mengikat pembuatannya umum, norma perundang-undangannya dan perencanaan yang matang melalui bersifat umum dan berlaku terus menerus. penyiapan naskah akademis, kajian-kajian Contoh Peraturan Menteri adalah ketentuan pendukung serta rapat koordinasi baik rapat tentang Standar Operasi, dll yang mengikat internal maupun rapat eksternal. Persiapan umum (masyarakat), sedangkan contoh dan perencanaan yang baik sangat Keputusan Menteri adalah ketentuan diperlukan untuk menghasilkan peraturan tentang pengangkatan pejabat di lingkungan perundang-undangan yang berkualitas Departemen Perhubungan. Dalam tulisan ini yang akan menjadi dasar bagi organisasi hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil pengamatan dengan Peraturan Menteri. terdapat fenomena yang cukup menarik Sebagai Aparatur Pemerintah, dalam khususnya berkaitan dengan penyiapan melaksanakan tugas pokok dan fungsi konsep Peraturan Menteri Perhubungan. organisasi kita selalu berpedoman pada Saat ini banyak studi-studi yang dilakukan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. oleh konsultan pada beberapa Satuan Kerja Peraturan Perundang-undangan akan (SATKER) yang ada pada unit kerja Eselon menjadi dasar dalam menjalankan Visi, Misi, I di lingkungan Departemen Perhubungan. SATKER berlombaSasaran dan Tujuan Organisasi. Untuk itu Masing-masing setiap unit organisasi berkewajiban untuk lomba untuk membuat studi dengan mengimplementasikan seluruh Peraturan keluaran berupa Draft Peraturan Menteri Perundang-undangan dengan sebaik- Perhubungan. Hal ini tentu saja menjadi baiknya sehingga tugas pokok dan fungsi pertanyaan apakah studi tersebut memang
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dibutuhkan ? Apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan ?  Tulisan ini sedikit menjelaskan mengenai fenomena perumusan draft Peraturan Menteri Perhubungan oleh Konsultan sebagai hasil akhir dari sebuah pekerjaan studi. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai salah satu bahan masukan/referensi dalam melakukan program pengawasan (audit).  A. Latar Belakang Salah satu parameter keberhasilan dari Departemen Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I periode 2004 – 2009 adalah disahkannya 4 paket Rancangan Undang Undang Transportasi menjadi Undang Undang. Terdapat beberapa alasan/kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilakukan revisi terhadap paket Undang Undang transportasi tersebut, antara lain : 1. 2. 3. 4.



5.



Penerapan otonomi daerah; Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); Peningkatan peran serta masyarakat di sektor transportasi; Penerapan keselamatan dan keamanan serta pelayanan yang baik di sektor transportasi; Penerapan sistem transportasi yang efektif dan eﬁsien.



Setelah melalui proses yang cukup panjang dan telah memakan waktu cukup lama akhirnya paket Undang Undang transportasi telah berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UndangUndang. Adapun paket Undang Undang transportasi yang disahkan adalah : 1.
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UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian; 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pelayaran yang menggantikan UU Nomor 21  Tahun 1992 tentang Pelayaran; 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penerbangan yang menggantikan UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan telah disahkannya 4 paket Undang Undang Transportasi maka tugas selanjutnya adalah menjalankan semua ketentuan yang telah ditetapkan didalam Undang Undang yang baru tersebut. Salah satu hal penting yang diamanatkan dalam adalah pembuatan peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Undang Undang. Pada Bab tentang Ketentuan Penutup, masingmasing Undang Undang telah diamanatkan kepada Departemen Perhubungan sebagai intansi penyelenggara transportasi untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah/  Menteri sebagai tindak lanjut Undang Undang dalam periode waktu 1 s/d 3 tahun. Pembuatan peraturan Peraturan Pemerintah/Menteri sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang Undang adalah : Tabel penjelasan paragraf di atas ada pada  halaman berikut.



Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perkeretaapian yang menggantikan
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B. Hirarki Peraturan Perundang undangan



2.



Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan telah mengatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dilihat pada Pasal 7, yang berbunyi : 1.



Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. U n d a n g - U n d a n g / P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti UndangUndang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.
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Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a.



b.



c.



3.



Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/  peraturan yang setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota
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4.



5.



yang bersangkutan. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



penyelenggaraan bidang Hukum adalah Biro Hukum dan KSLN sedangkan untuk tingkat Direktorat Jenderal adalah Bagian Hukum yang ada pada masing-masing Direktorat Jenderal. Tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum dan Bagian Hukum telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan. Kekuatan hukum Peraturan  Tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum Perundang-undangan adalah sesuai dan Bagian Hukum yang berkaitan dengan dengan hierarki sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan adalah pada ayat (1). sebagaimana tabel berikut :



Penjelasan Pasal 7 Ayat (4) dan (5) Tabel penjelasan paragraf di atas ada pada  Jenis Peraturan Perundang-undangan  halaman selanjutnya.  selain dalam ketentuan ini, antara lain,  peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Melihat tugas dari masing-masing unit Permusyawaratan Rakyat dan Dewan kerja yang bertanggungjawab di bidang Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Hukum tersebut terlihat bahwa salah satu Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah tugas pokok dan fungsi baik Biro Hukum Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun Bagian Hukum adalah melakukan Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, penyusunan terhadap rancangan peraturan  lembaga, atau komisi yang setingkat perundang-undangan baik dalam bentuk  yang dibentuk oleh undang-undang atau Undang-undang, Peraturan Pemerintah,  pemerintah atas perintah undang-undang, Peraturan Menteri hingga dalam bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Peraturan Direktur Jenderal. Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, D. Analisis Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Menteri Perhubungan sebagai “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan salah satu jenis peraturan perundang “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis undangan memiliki peranan yang cukup Peraturan Perundang-undangan vang strategis sebagai ketentuan yang akan didasarkan pada asas bahwa peraturan mengatur segala hal yang berkaitan dengan perundang-undangan yang lebih rendah tugas pokok dan fungsi Departemen tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perhubungan yang berlaku secara umum Perundang-undangan yang lebih tinggi” yang harus dilaksanakan oleh pihakpihak yang terkait baik pemerintah, C. Tugas Pokok dan Fungsi swasta maupun masyarakat sebagai  stakeholders di sektor transportasi. Namun Di lingkungan Departemen Perhubungan, demikian walaupun memiliki peranan yang organisasi yang bertanggung jawab strategis dalam perumusan penyusunan terhadap ketentuan peraturan perundang- penyusunannya tetap harus berpedoman undangan adalah unit kerja/bagian hukum. pada peraturan perundang-undangan Untuk tingkat Departemen Perhubungan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor
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10 Tahun 2004 hanya mengakui 5 (lima)  jenis dan hierarki peraturan perundangundangan, dan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) adanya pengakuan terhadap jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga materi muatan Peraturan Menteri adalah sesuai



transparansi  Vol. 4 No. 2 Tahun 2009



dengan materi yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan/perumusan Peraturan Menteri adalah prinsip pemberian pendelegasian pengaturan dari peraturan perundang undangan diatasnya. Selain prinsip tersebut terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Menteri (van der vlies ), yaitu : 1. 2. 3. 4.



Asas tujuan yang jelas; Asas organ atau lembaga yang tepat; Asas perlunya peraturan; Asas dapat dilaksanakan;
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5. 6. 7.



Asas perlakuan yang sama dalam hukum; Asas kepastian hukum; dan Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar.



Selain prinsip dan asas di atas, dalam membentuk Peraturan Menteri perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas karena tanpa landasan atau dasar yuridis yang jelas, Peraturan Menteri tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan demikian, Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum apa yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan peraturan perundangundangan terkait dengan dasar yuridis pembentukan Peraturan Menteri dalam arti bahwa hanya peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau dasar yuridisnya Dalam pembentukan Peraturan Menteri, berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan  (lex posterior derogat priori   ). Dalam hal peraturan yang lebih tinggi tingkatnya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.



1.



Pelaksanaan studi selama tahun 2009 dengan hasil berupa Draft Peraturan Menteri adalah kurang tepat mengingat Peraturan Pemerintah yang pertama diterbitkan sebagai tindak lanjut revisi 4 paket Undang Undang Transportasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian tanggal 8 September 2009; 2. Berdasarkan hasil pengamatan Draft Peraturan Menteri yang menjadi hasil studi terlihat bahwa pembuatan Peraturan Menteri tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas yaitu adanya perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang - Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Mengingat pada saat pelaksanaan studi belum ada Peraturan Pemerintah yang disahkan. 3. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah menjadi kewenangan dari Biro Hukum/Bagian Hukum sehingga akan lebih tepat penyusunan Draft Peraturan Menteri dilakukan oleh Biro Hukum/Bagian Hukum atau dibawah koordinasi Biro Hukum/Bagian Hukum. 4. Untuk pekerjaan studi pada tahun anggaran 2010 dengan hasil berupa Draft Peraturan Menteri harus benarbenar sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku yaitu adanya perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. T



E. Kesimpulan Memperhatikan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, untuk menyikapi fenomena hasil studi berupa Draft Peraturan Menteri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
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BIMBINGAN TEKNIS AUDIT SEKTOR PERHUBUNGAN S



ejak tahun 2008 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek)  Audit Sektor Perhubungan. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Propinsi. Sumber dana yang digunakan seluruhnya dari DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini telah dilaksanakan di 10 Propinsi dari 33 Propinsi yang diprogramkan masing – masing 5 Propinsi tahun 2008 dan 5 propinsi tahun 2009 yang diatur sesuai wilayah/propinsi yang ada dilingkungan Inspektorat I s/d IV dan Itsus ( Inspektorat Khusus) secara bergantian. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan SK Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan yang terdiri dari para pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Kepala Bagian Rencana dan Program sebagai Ketua Pelaksana.



Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini peran Inspektorat Propinsi sangat besar dalam membantu merekrut peserta keseluruh kabupaten/kota. Untuk itu mereka juga membuat kepanitiaan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara panitia pusat dengan peserta. Fasilitas yang diberikan kepada peserta adalah : 1.



2.



Modul Bimbingan Teknis Audit yang terdiri dari : a. Modul Sektor Phb. Darat; b. Modul Sektor Phb. Laut; c. Modul Sektor Phb. Udara; d. Modul Perkeretaapian; e. PP Nomor 38 Tahun 2007; f. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia. g. Compact Disk berisi Peraturan Perundangan yang terkait dengan Sektor Perhubungan. Seminar Kit yang terdiri dari tas, ATK, blocknote dan tanda peserta; Ruang rapat dan konsumsi selama Bimtek berlangsung; Sertiﬁkat mengikuti Bimtek Audit Sektor Perhubungan; Uang Saku.



Untuk bahan ajar/modul dibentuk pula 3. Pokja (Kelompok Kerja) yang dilaksanakan oleh para Kepala Kelompok dan Auditor 4. Senior serta sejumlah Pejabat Struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian 5. dari mereka juga bertindak sebagai pengajar/pemberi materi Bimtek. Peserta  Tidaklah mudah untuk meyakinkan pihak Bimtek Audit Sektor Perhubungan adalah lain dalam merealisasikan kegiatan Bimtek  Auditor dan calon Auditor / pejabat struktural ini baik di dalam maupun di luar Itjen sendiri. ataupun staf yang dipersiapkan untuk  Ada pihak yang meragukan hasil serta menjadi Auditor di lingkungan Inspektorat kelanjutan dari kegiatan ini, namun dengan
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semangat dan dukungan dari pimpinan, panita tetap yakin dan terus melaksanakan program ini sebaik mungkin dengan memperbaiki segala kekurangan yang ada. Jauh sebelum Bimtek dilaksanakan, panitia mengirimkan surat resmi tentang rencana pelaksanaan Bimtek kepada Inspektorat Propinsi, selain itu panitia juga menurunkan tim pendahulu untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat Propinsi dan melakukan survey tempat pelaksanaan Bimtek. Tugas  Tim selain menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Bimtek  juga menunjuk Inspektorat Propinsi sebagai koordinator dan penghubung dalam merekrut peserta dari Kabupaten/kota maupun dari Propinsi setempat. Selain itu Tim juga meminta bahan masukan dalam pemilihan tempat/ hotel yang akan digunakan pada pelaksanan Bimtek sesuai dengan budget pada DIPA Itjen yang tersedia. Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan tahun 2008, diawali pelaksanaannya di propinsi Kalimantan Timur bertempat di Hotel Mesra Samarinda, saat itu hadir dalam acara pembukaan Inspektur IV (waktu itu Bpk. Drs. Hotman Mangunsong) dan wakil dari Inspektorat Propinsi Kaltim,  juga dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur sebagai undangan. Acara berlangsung selama 3 (tiga) hari, setelah acara pembukaan, pemberian materi diawali dengan pemaparan tentang Tugas Pokok Inspektorat Jenderal yang disampaikan oleh Inspektur IV, kemudian penjelasan PP 38 tahun 2007 yang disampaikan oleh nara sumber dari Biro Hukum dan KSLN Setjen Dephub. Hari kedua pemberian materi Bidang Perhubungan Darat termasuk materi Perkeretaapian oleh tim yang
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dikoordinir oleh Ibu Peni Puji Turyanti, SH, MH, dan dilanjutkan pemaparan materi bidang Perhubungan laut oleh tim yang dikoordinir oleh Bapak Drs. Harto Nugroho, M.Si dan di hari ketiga pemaparan materi Perhubungan Udara yang dikoordinir oleh Bapak Drs. Iqbal Rusli M.Si sekaligus menutup acara Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di Samarinda. Dengan format acara yang kurang lebih sama seperti di Samarinda, Bimtek kedua dilaksanakan di Hotel Inna Muara Padang Sumatera Barat. Acara pembukaan dihadiri oleh Inspektur Jenderal Dephub. Inspektur Khusus dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar. Kemudian Bimtek Audit diselenggarakan di Hotel Horison Makassar Sulawesi Selatan. Pada acara pembukaan dihadiri oleh Inspektur Jenderal Dephub, Inspektur III dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Bimtek Audit dilaksanakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang dihadiri oleh Inspektur I dan Inspektur Propinsi Kalimantan Selatan juga wakil dari Dinas Perhubungan Propinsi Kalsel.  Terakhir Bimtek Audit Sektor Perhubungan  Tahun 2008, dilaksanakan di Hotel Bumi  Asih Pangkal Pinang. Berkenan hadir pada acara pembukaan selain Inspektur Jenderal Dephub, Inspektur II Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bangka Belitung,  juga hadir Wakil Gubernur dan Inspektur Propinsi Bangka Belitung.  Tahun kedua pelaksanaan Bimtek Audit
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Sektor Perhubungan Tahun 2009, diawali Sambutan peserta yang dihimpun melalui pelaksanaannya di Hotel Jayakarta Daira tanya jawab ataupun lembar kuesioner, Palembang Propinsi Sumatera Selatan. menunjukkan bahwa minat peserta Bimtek Audit tahun 2009 dilaksanakan terhadap program Bimtek Audit ini cukup dengan melakukan penyempurnaan besar, kebanyakan dari mereka menghendaki seperti isi materi yang akan disajikan.  jadwal pelaksanaan Bimtek diperpanjang. Sedianya Inspektur IV akan menghadiri Selain itu mereka juga meminta untuk pembukaan, namun karena cuaca kurang dapat disertakan sebagai anggota tim baik di Palembang, sehingga penerbangan saat Tim Itjen mengaudit di wilayahnya. dari Jakarta ke Palembang mengalami Khusus untuk peserta dari Kabupaten dan keterlambatan, dan acara pembukaan Kota, kegiatan Bimtek/sosialisasi seperti ini dibuka oleh Inspektur Propinsi Sumsel  jarang mereka peroleh, karena undangan dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan untuk mengikuti Bimtek/sosialisasi dari Propinsi Sumsel. Pemaparan tupoksi Itjen Departemen lain, misalnya dari Departemen dibawakan oleh Kepala Bagian Rencana Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Program yang sekaligus merangkap dan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai Ketua Panitia. Selanjutnya Bimtek kebanyakan ditujukan untuk peserta dari dilaksanakan di Propinsi Jawa Timur Inspektorat Propinsi saja. Peserta bimtek bertempat di Hotel Inna Simpang Surabaya.  juga menghimbau agar Inspektorat Jenderal Berkenan hadir pada acara pembukaan Kementerian Perhubungan mengundang Bimtek Audit selain Inspektur Jenderal mereka ke Jakarta untuk mengikuti DiklatBapak Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH diklat yang dilaksanakan. Namun panitia hadir Inspektur Propinsi Jawa Timur dan tidak dapat merealisasikannya, karena diklat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa yang dilaksanakan oleh Itjen Kementerian  Timur. Berturut – turut Bimtek Audit Sektor Perhubungan diperuntukan bagi Auditor di Perhubungan dilaksanakan di Propinsi lingkungan Itjen Kementerian Perhubungan Sumatera Utara bertempat di Hotel Madani, saja. Medan, di Propinsi Lampung bertempat di Grand Anugerah Hotel Bandar Lampung Diharapkan pelaksanaan Bimtek Audit serta terakhir di Propinsi Riau bertempat di tahun 2010 semakin baik, panitia dan Hotel Merdeka Pekanbaru. pemberi materi harus tetap semangat dalam meningkatkan fasilitas dan materi Untuk tahun 2009, terdapat peningkatan kepada peserta agar tujuan utama Bimtek fasilitas bagi peserta Bimtek yaitu seluruh yaitu berbagi ilmu/pengetahuan teknis peserta mendapat akomodasi penginapan audit sektor perhubungan bermanfaat bagi di hotel tempat pelaksanaan Bimtek. peserta dari daerah. T Dengan demikian selain mendapat fasilitas modul, seminar kit, ruang rapat dengan Lely Kurnia Sadikin fasilitas lengkap, Sertiﬁkat dan uang saku,  juga konsumsi mulai dari breakfast, snack pagi, makan siang, snack sore juga makan malam bersama panitia.
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Satuan Pengawasan Intern PT. Pelabuhan Indonesia-I Institusi Pengawasan dibalik PT. Pelabuhan Indonesia-I



B



agi negara kepulauan seperti Indonesia –dimana dua pertiga wilayahnya adalah perairan-, pelabuhan merupakan sebuah prasarana crucial   yang memiliki fungsi yang amat penting dalam menopang laju perekonomian dan mobilitas sosial. Telah berabad lamanya, gerbang laut di Indonesia masuk ke dalam peta dunia sebagai poin pertukaran barang antar moda, apalagi letak Indonesia yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia dan didukung potensi alamnya yang memadai. Pengelolaan pelabuhan telah sedemikian rupa diatur pemerintah Indonesia, terutama karena potensi dan efek multiplier yang dimilikinya dalam kaitan dengan perekonomian negara secara makro. Pelabuhan Laut, terutama di sisi komersial di Indonesia, telah dilimpahkan pengelolaannya ke Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara - BUMN) oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1960-an. Sedangkan pada aspek operasional dikoordinasikan oleh Port  Authority sebuah lembaga independen perpanjangan tangan pemerintah. Sejarah bergulir, selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP), kemudian Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) diubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) pada tahun 1983, khusus untuk mengelola pelabuhan umum yang diusahakan. Perusahaan Umum Pelabuhan seperti telah disebut di atas, dibagi menjadi 4 (empat) wilayah
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operasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983. Status Perusahaan Umum (PERUM) ini kemudian dirubah lagi menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I sampai IV pada tahun 1992, yang bertahan hingga saat ini. Di sudut lain, pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan sebagai bagian kewajiban pemerintah dalam memajukan dan membuka isolasi geograﬁs daerahdaerah terutama dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sebagai pengelola pelabuhan umum yang diusahakan, melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Pelayanan Jasa Kepelabuhanan. Saat ini PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I mengelola 15 Cabang Pelabuhan, 11 (sebelas) Pelabuhan Perwakilan, 4 (empat) Unit Usaha Lainnya meliputi Unit Terminal Peti Kemas, Rumah Sakit Pelabuhan Medan, Unit Galangan Kapal dan Unit Depo Peti Kemas. Pengusahaan pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut mencakup 4 (empat) Provinsi di Barat Indonesia, yaitu Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Dinilai dari letak geograﬁsnya, wilayah tersebut berada pada area yang sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. Dengan potensi dan peluang yang dimilikinya, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I berupaya untuk terus menyediakan jasa kepelabuhan berkualitas sehingga dapat berperan sebagai pusat logistik dan
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memberikan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.



 nilai tambah bagi perusahaan dan  membantu terciptanya Good Corporate Governance”



Dalam melaksanakan pelayanan kepelabuhanan yang berkualitas dan Misi SPI : “Melakukan fungsi audit internal memiliki daya saing dalam jaringan  melalui assurance (pengujian dan penilaian) transportasi laut global serta mampu dan pemberian jasa konsultansi”. memenuhi segenap harapan  stake  holder , PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Dalam menjalankan fungsinya sebagai I memiliki 2 (dua) misi utama, yaitu institusi internal PT. (Persero) Pelabuhan memperoleh laba (corporate mission ) dan Indonesia I untuk memberikan jaminan mengembangkan wilayah/lingkungan  (assurance ) akan segala kegiatan yang tempat melakukan usahanya, sehingga berjalan di dalam PT. (Persero) Pelabuhan dapat terus exist, serta dapat memberikan Indonesia I baik untuk konsumsi intern nilai tambah bagi lingkungannya dengan maupun ekstern, maka diimplementasikan terus bersinergi dalam hubungan yang berbagai macam audit sesuai kebutuhan, saling menguntungkan. Secara kasat seperti : mata, kinerja PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I selama ini tergolong baik, 1.  Audit Operasional (operational audit); sehingga tak ayal lagi, pada tahun 2005 2.  Audit Kepatuhan (compliance audit); PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I diakui 3.  Audit Keuangan (ﬁnancial audit); memiliki kondisi perusahaan yang tergolong 4.  Audit Sistem Informasi (information pada kondisi “SEHAT” dengan predikat  system audit); “AA” oleh kementerian BUMN, sebagai 5.  Audit Investigasi (investigative audit); institusi koordinator dan pembina BUMN di 6.  Audit di Belakang Meja (desk audit); Indonesia. 7. Review untuk Tujuan Khusus (speciﬁc  review);  Tentunya, pencapaian ini merupakan 8.  Audit lainnya kebanggaan tersendiri bagi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I sebagai Sedangkan, fungsi konsultansi dilakukan sebuah organisasi, namun patut dicatat sedemikian rupa dalam batasan yang jelas bahwa prestasi tersebut tentunya tak lepas sehingga tidak mengurangi independensi dari peran Satuan Pengawasan Internal dan objektivitas SPI dalam melakukan (SPI) PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I  assurance  terhadap kegiatan-kegiatan yang telah melakukan tugas dan fungsinya. yang menjadi objek konsultansi.  Visi dan Misi Perusahaan yang didukung secara penuh oleh Satuan Pengawasan Secara singkat dapat dikatakan bahwa SPI Intern (SPI) PT. Pelindo I merupakan entry PT. Pelindo I adalah Institusi Pengawasan point masuknya komitmen pengawasan Internal Perusahaan yang memastikan terbaik guna menyumbangkan energi bagi segala kegiatan dilakukan secara kelangsungan dan kemajuan perusahaan. efektif, eﬁsien dan ekonomis dengan Statement visi dan misi SPI PT. Pelindo I memegang prinsip-prinsip Good Corporate sebagai penjabaran atas visi dan misi global Governance. perusahaan, yaitu : Dalam melaksanakan pekerjaannya seperti  Visi SPI : “Menjadi auditor Internal yang tersebut diatas, SPI PT. Pelindo I mengacu  profesional sehingga mampu memberikan pada Standar Profesi Audit dan Kode Etik
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SPI PT Pelindo I. Standar tersebut diadopsi dan mengacu pada Kode Etik dan Standar  Audit dari The Institute of Internal Auditor Inc. (IIA), sebagaimana telah diendorse oleh Konsorsium Profesi Audit Internal Indonesia.



itu semua, SPI PT. Pelindo I dituntut untuk dapat menjalankan peran profesionalnya sebagai auditor internal secara efektif dan eﬁsien.



Keberadaan dokumen “Audit Charter” menarik untuk dibahas, sebab setelah Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2003 sekian lama (sejak tahun 1960-an) tentang BUMN; PP Nomor 45 Tahun pengelolaan kepelabuhanan oleh 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, PT. Pelindo I, terdapat sebuah dokumen Pengawasan dan Pembubaran BUMN dan yang ditandatangani bersama oleh pimpinan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor. perusahaan sebagai bagian atas pengakuan Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus dan penguatan fungsi pengawasan  Tahun 2002 adalah beberapa dasar internal untuk menyokong eksistensi dan dan landasan hukum yang menyatakan kemajuan perusahaan itu sendiri. Agaknya, keberadaan BUMN PT fungsi pengawasan (Persero) Pelabuhan yang telah ada Indonesia I sekaligus sebelumnya, kurang institusi pengawasan mendapatkan tempat “Menjadi auditor Internal secara dalam tubuh BUMN institusi tersebut. Walau telah  yang Profesional sehingga k e o r g a n i s a s i a n memiliki dasar dan hingga gema landasan hukum yang  mampu memberikan nilai Good Corporate kuat akan keberadaan tambah bagi perusahaan G o v e r n a n c e Satuan Pengawasan berkembang di dan membantu Intern di PT Pelindo awal abad 20 dan terciptanya Good I, ternyata masih menyad arkan terdapat sebuah pentingnya Corporate Governance”  arti dokumen “Audit pe ng aw as an Charter”  sebagai secara holistik dan penguat keberadaan, kompreh ensif. fungsi, wewenang Diyakini bahwa SPI yang dikepalai oleh Armen Lubis ini. terjadinya krisis di Asia dan Amerika Dokumen tersebut memuat segala hal yang Latin, yang disebabkan efek domino berkaitan dengan Satuan Pengawasan dari kegagalan antarkorporat di negaraIntern (SPI) PT. Pelindo I, mulai dari visi negara tersebut pada saat itu. Kegagalan dan misi hingga detail penjabaran tugas itu tak lain disebabkan karena miskinnya pokok dan fungsi serta kewenangan yang implementasi Good Corporate Governance dimilikinya. Sejak ditandatanganinya Audit dalam pengelolaan Korporasi. Muara dari Charter Satuan Pengawas Intern (SPI) hal tersebut adalah lemahnya pengawasan PT Pelindo I pada tanggal 16 Desember terhadap segala kegiatan yang berlangsung 2004 sebagai pengesahan oleh Direksi dalam proses bisnis yang terjadi, selain dan Komisaris PT. Pelindo I, sejak itu pula dari kesalahan strategi yang dibangun dan keberadaan dan fungsi SPI merupakan diimplementasikan. bagian tak terpisahkan dari PT. Pelindo I dan menjadi legal secara yuridis formal sesuai Sebagai tonggak kembalinya fungsi aturan perusahaan. Dengan keberadaan pengawasan, momentum lahirnya “Audit
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Charter”  dimanfaatkan untuk menyokong kondisi lingkungan yang terus dinamis perbaikan secara holistik pada institusi berubah mengikuti perkembangan ilmu Satuan Pengawasan Intern didalam pengetahuan dan teknologi. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I. Dengan tanggung jawab besar yang Pada hakikatnya, penerapan Good dipikulnya dan diimbangi wewenang yang Corporate Governance  merupakan cukup massive dengan sasaran yang tajam, sebuah kegiatan dalam melaksanakan yaitu mengidentiﬁkasi risiko perusahaan, sebuah sistem yang berdasar atas prinsip tersedianya pengendalian intern yang transparency (keterbukaan informasi), memadai, Satuan Pengawasan  accountability (akuntabilitas),  responsibility  Intern PT. Pelindo I bekerja secara eﬁsien (tanggung jawab),  independency  dan efektif untuk mewujudkan Good (kemandirian) dan fairness  (kesetaraan Governance dalam perusahaan. Untuk itu dan kewajaran) yang mengatur dan dibangun strategi jangka panjang, 5 (lima) mengendalikan sebuah perusahaan guna tahunan (2005-2009), yang mencakup : menciptakan nilai tambah (value added   ). Penerapan 5 (lima) prinsip tersebut tak 1. Penyiapan organisasi yang tepat lagi hanya mengakomodir kepatuhan (Restrukturisasi Organisasi) ; terhadap berbagai peraturan yang berlaku, 2. Penyediaan SDM yang Profesional namun lebih jauh lagi, yakni sekaligus (reformasi SDM) ; mengakomodasi dinamisasi organisasi 3. Penyediaan Sistem Informasi yang dalam menyeimbangkan diri menghadapi memadai ; perubahan yang terjadi. Sedikit banyak, 4. Penerapan Risk Base Audit dan EDP pola seperti ini mempengaruhi cara  Audit ; institusi pengawasan memandang 5. Post Audit dan Pre Audit yang holistik  peran Auditornya. Peningkatan peran 6. On Going Assurance ;  Auditor yang dahulunya hanya sebagai 7. Benchmarking kepada perusahaan warning alarm  (baca : watchdog ) bila terkemuka ; terdapat pengingkaran terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, meningkat Dengan segenap keterbatasan potensi menjadi konsultan. Konsultan dimaksud yang dimiliki, Satuan Pengawasan Intern adalah sebuah peran aktif Auditor dalam PT. Pelindo I berupaya secara maksimal memberikan pengarahan perbaikan atas untuk merealisasikan sasaran melalui kesalahan yang mungkin terjadi. Peran ini strategi yang telah disepakati. Adalah memiliki imbas yang cukup baik hingga sebuah pekerjaan besar bagi sebuah  jangka menengah pada proses yang institusi merubah keadaan yang telah lama berlangsung dalam organisasi. Bahkan mengakar dan membudaya, apalagi hingga lebih jauh lagi, peningkatan peran Auditor mengubah wajah dan aura institusi tersebut. seperti trend saat ini yang telah mencapai Perubahan struktur organisasi, reformasi fungsinya sebagai katalis. Dalam penerapan SDM, penyiapan sistem serta peralatan, peran ini, analisa dan evaluasi atas seluruh dll seperti disebutkan di atas, adalah item- kegiatan mulai dari tahap persiapan hingga item dasar sasaran perubahan yang lazim pelaksanaan menjadi dasar partisipasi dibidik dalam bingkai perubahan organisasi  Auditor bersama manajemen dalam manapun yang memiliki tingkat dan kualitas melakukan penilaian hingga menghasilkan kesulitan yang berbeda. Karenanya, rekomendasi yang mampu berpengaruh strategi ini selalu diupgrade dalam wacana makro dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi di dalam auditi bahkan organisasi wadahnya. Dengan
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adanya pergeseran atau penguatan peran  Auditor sebagai konsultan hingga Auditor sebagai katalis, maka sasaran audit menjadi berubah dari kepatuhan terhadap peraturan menjadi result oriented , sehingga dikotomi/  orientasi atas bidang-bidang maupun fungsi-fungsi tak lagi relevan. Karenanya untuk mencapai sebuah target tertentu dari sebuah organisasi, diperlukan peran aktif secara simultan akan bidang-bidang maupun fungsi-fungsi yang ada. Artinya fokus pelaksanaan audit lebih ditekankan pada current audit   dengan memperkuat lini pre audit, tak hanya berkutat pada post  audit .



melalui compliance audit  ini mengindikasikan banyaknya temuan yang timbul karena kelemahan  internal control , rendahnya kepatuhan dan kelemahan pembinaan.  Tak lain, hasil ini mengindikasikan perlunya implementasi peran Auditor sebagai konsultan yang mampu mengeliminasi kelemahan-kelemahan internal yang bersifat konsultantif. Peran ini telah mulai dielaborasikan bersama peran sebelumnya walaupun belum secara holistik oleh Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo I.



Fungsi konsultansi ini dilaksanakan dengan batasan tertentu, menjunjung tinggi nilainilai yang terkandung dalam kode etik Satuan Pengawasan Intern PT Pelindo I saat  Auditor, agar tidak terdapat conﬂict of ini masih memberikan peran para auditornya  interest antara auditi dan Auditor. Mix and sebagai watchdog, terutama bagi area yang match implementasi peran Auditor terus memerlukan  short term impact   dengan dilakukan Satuan Pengawasan Intern PT. penanganan yang harus dilakukan secepat Pelindo I untuk meningkatkan kinerja dan mungkin. Deviasi pelaksanaan aturan mencapai tujuan audit semaksimal mungkin.
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Harus diakui –seperti halnya institusi tak menjadi media informasi introspeksi bagi pengawasan internal lainnya–, bahwa untuk perbaikan di tubuh organisasi. Akan lebih menjalankan fungsinya sebagai konsultan diperparah lagi apabila hasil pengawasan atau bahkan sebagai katalis, dibutuhkan yang dilakukan SPI tidak mendapat  Auditor dengan kualitas dan kapasitas dukungan dari seluruh layer organisasi, yang lebih baik lagi. Karenanya, program khususnya dari para pimpinan organisasi pendidikan dan pelatihan secara berkala –tone of the top–, ditambah tidak adanya dan berkesinambungan terus digiatkan oleh  stick and carrot   berupa penghargaan dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I untuk sanksi yang mengapresiasi pelaksanaan meningkatkan kompetensi  (skill, knowledge rekomendasi hasil pengawasan tersebut. & attitude ) dan kapasitas Auditornya yang Karenanya dalam lima tahun ke depan, berada dalam Institusi Satuan Pengawasan pimpinan PT. Pelabuhan Indonesia I Intern (SPI) PT. (Persero) Pelabuhan menyepakati percepatan peningkatan Indonesia I. terhadap institusi dan sistem  internal control, control environment , respon Selain program peningkatan kompetensi terhadap temuan hingga peningkatan tone diatas, melalui program rekruitmen calon of the top  guna mendorong keberhasilan  Auditor Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT  Visi Satuan Pengawasan Internal kedepan Pelindo I, diharapkan masuk sumber daya sekaligus pencapaian visi Perusahaan. manusia dengan kapasitas terbaik untuk menjadi Auditor sesuai perannya kelak. Harus diakui, dari berbagai kendala yang Proses upgrading brainware pada sumber nyata dalam berorganisasi baik di dalam daya manusia di satuan pengawasan pemerintahan, swasta atau lainnya, kendala intern (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia I utamanya terletak pada pengawasan. ini diupayakan berjalan secara simultan Pengawasan ini harus disikapi luas sebagai dengan peningkatan/perbaikan organisasi sebuah cara yang holistik untuk memandang lainnya, baik aspek  hardware  (peralatan keberadaan diri terhadap lingkungan di luar dan perlengkapan) maupun  software-nya sistem maupun di dalam sistem. Dengan (sistem, metode dan kebijakan). cara pandang yang menyeluruh tersebut, perbaikan dan perubahan yang dilakukan  Terlepas dari segala hal mengenai dapat menyentuh sisi makro selain sisi organisasi dan tubuh Satuan Pengawasan mikronya. Jamak dipahami, perubahan Internal (SPI) PT. Pelabuhan Indonesia kasat terjadi pada bingkai yang lebih luas, I, terdapat hal lain yang lebih utama seperti restrukturisasi organisasi dan untuk disorot, yaitu kinerja dan performa reformasi sumber daya alam maupun  Auditor dalam kapasitasnya memberikan  redesign sistem. Namun sejatinya, informasi yang akurat bagi manajemen. perubahan dapat dimulai dari hal paling  Telah disinggung diatas akan adanya remeh sekalipun, secara dini dan diiringi temuan yang timbul karena kelemahan kesadaran internal personal. Pengawasan internal control, rendahnya kepatuhan dan dapat diadopsi sebagai budaya saling kelemahan pembinaan yang serupa dari introspeksi antar personal, antar bagian tahun ke tahun. Hal ini menyatakan bahwa hingga antar departemen yang harus disikapi pengawasan yang dilakukan tak akan secara utuh oleh segenap stakeholder  yang banyak memberikan manfaat bagi auditi terlibat. Tanpanya, pengawasan hanyalah khususnya dan perusahaan pada umumnya, sebuah upaya tanpa makna. T bila kesadaran akan pengawasan –dalam hal ini, rekomendasi yang harus dilakukan– Wasis Danardono
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PERHUBUNGAN DIMATA SEORANG DEDI DARMAWAN D



alam setiap organisasi, baik yang besar atau kecil, swasta ataupun negeri, proﬁt maupun non- proﬁt oriented, keberadaan training center   sebagai inkubator peningkatan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran yang sangat crucial . Pentingnya eksistensi dan kinerja training center   ini, secara sederhana dapat dikatakan berbanding lurus dengan kualitas maupun kuantitas pencapaian objectives hingga misi organisasi yang hendak dicapai secara holistik. Kompetensi disini, tidak melulu berupa  skill   (kemampuan) dan  knowledge  (pengetahuan) semata, namun juga menyangkut  attitude  (sikap dan perilaku). Berbeda halnya dengan skill maupun  knowledge  yang relatif dapat dengan mudah dibentuk melalui pendekatan logis  (logical approach ),  attitude  -yang merupakan sisi internal lain dari sumber daya manusia- memerlukan pendekatan dinamis yang dapat berbeda bagi tiap individu. Sehingga terlihat dengan jelas, betapa penting keberadaan sebuah training center   dalam meramu dan mensinergikan ketiga poin turunan kompetensi  (skill, knowledge  dan  attitude ) agar mampu menciptakan budaya kerja yang hidup sejalan dengan aturan, tujuan serta visi-misi organisasi. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, sebagai “koki” Kementerian Perhubungan dalam memberikan nilai tambah sumber daya manusia, memiliki tugas yang cukup berat. Selain dituntut untuk membentuk “manusia perhubungan terbaik sesuai pesanan” yang mumpuni saat ini, juga diharuskan dapat membekali tiap individu yang diolahnya dengan  self-reinforce  ability  sehingga dapat terus meng-upgrade
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kapasitas diri di masa mendatang serta dinamis terhadap perubahan lingkungan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. Pernyataan tersebut terungkap kala Tim Wawancara Jurnal Transparansi Inspektorat Jenderal mendapat kesempatan berdiskusi dengan Ir. Dedi Darmawan dalam kapasitas beliau sebagai “Kepala Koki” Kementerian Perhubungan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan. Mengawali diskusi dengan penggiat blog ini, Dedi –begitu beliau disapa rekanrekan sejawatnya– langsung berbicara gamblang seputar pentingnya pemimpin dalam berorganisasi. Betapa tidak, pemimpin sebagai master mind  perubahan organisasi, memiliki pengaruh yang luas bagi perubahan warna budaya kerja hingga kinerja dalam lingkungan yang dipimpinnya. Pemimpin yang juga manusia, tentunya memiliki kekurangan dan kelemahan baik dari sisi personal maupun kapasitasnya. Namun, bila sang pemimpin tidak  aware akan peningkatan kualitasnya, pasti akan berimbas langsung pada warna dan kinerja institusi di bawah pimpinannya. Seperti telah disinggung diatas, pemimpin tak lepas dari sub kompetensi “ attitude” yang didalamnya mencakup karakter personal. Sehingga dalam materi Pendidikan dan Pelatihan untuk Pejabat Struktural maupun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Transportasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan berupaya menyisipkan  short course tentang kepemimpinan. Dalam  short course  tersebut difokuskan pada 2 (dua) subjek utama, yakni penguasaan masalah dan peningkatan kreativitas. Sehingga, kedepan dapat diharapkan para pemimpin



transparansi  Vol. 4 No. 2 Tahun 2009



 NARA SUMBER



di Departemen Perhubungan memiliki kemampuan yang optimal, khususnya di sub  area skill  &  knowledge  kepemimpinan maupun di area berorganisasi lainnya. Kemampuan mengurai permasalahan secara sistematis, menguasainya hingga mengendalikan, mengontrol bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan cepat karena dilengkapi wawasan jauh kedepan, inovasi yang cerdas, kreatiﬁtas serta “dream” yang tinggi, akan mampu dicapai secara nyata. Fundamental skill untuk mencapai target penyelesaian masalah dan kreatiﬁtas bagi seorang pemimpin, banyak dijabarkan dalam berbagai buku dan tulisan, salah satunya dalam sebuah artikel berjudul “Seven Personal Qualities Found In A Good Leader“ dari situs http://EzineArticles.com. Dalam artikel itu disebutkan antara lain bahwa seorang pemimpin harus memiliki fondasi karakter yang kuat untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas.
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Karakter sendiri, dibangun atas dasar keyakinan, pengalaman dan nilai-nilai yang dipegang, selain kemampuan interpersonal maupun intrapersonal pemimpin itu sendiri. Keberadaan karakter yang baik -seperti integritas dan kejujuran- dalam diri seorang pemimpin merupakan suatu keharusan sebagai modal awal menjalankan amanah yang dipikulnya, apalagi amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin tak hanya seputar pekerjaan, namun juga termasuk “nasib” karyawan lainnya yang menjadi bawahannya. Dasar-dasar inilah yang coba digali dan dikembangkan dari diri trainee   yang masuk ke dalam Training Centre, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, sehingga peningkatan kapasitas manusia perhubungan secara utuh dan mampu dinamis terhadap perkembangan teknologi dan jaman dapat dicapai secara kaffah. Lebih jauh lagi, orang nomor satu di Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan ini
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kemudian berbicara mengenaI implementasi penyiapan Sumber Daya Manusia pegawai Kementerian Perhubungan. Diawali dengan pentingnya penerapan standar kompetensi dalam pelaksanaan tahapantahapan  blueprint man power planning, Utamanya bagi Kementerian Perhubungan itu sendiri maupun manusia perhubungan di organisasi lainnya di luar regulator jasa perhubungan. Kesemuanya ini ditekankan Dedi sebagai langkah kecil dalam semangat  reform to safety culture dalam pemenuhan  zero accident   hingga  zero incident   dalam aktivitas ke’perhubungan’an (baca : bertransportasi). Khusus membahas masalah keselamatan bertransportasi, penekanan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan ini kembali ditujukan pada pembudayaan keselamatan sebagai “way of life” yang dimulai dari internal Departemen Perhubungan, khususnya dari segenap komunitas Diklat yang berada di lingkungan Badan Diklat Perhubungan. Cerminan semangat inilah yang diharapkan mampu menyadarkan segenap insan perhubungan hingga seluruh  stakeholder   jasa transportasi akan pentingnya keselamatan dan mendahulukan keselamatan. Gerakan ini juga ditujukan bahwa Departemen Perhubungan dan segenap  stakeholder   jasa transportasi tidak pernah dan tidak akan mentolerir segala bentuk perbuatan yang mengabaikan keselamatan.  Tingkat  accident   maupun  incident   dalam penyelenggaraan transportasi nasional akhir-akhir ini menunjukan angka yang menghawatirkan dan meningkatkan tingkat  inconﬁdence  masyarakat pengguna jasa transportasi nasional. Hal tersebut tentunya tidak boleh berlarut-larut atau berkembang lebih buruk lagi, oleh karenanya, segala cara terus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi, tegas Dedi. Sadar bahwa kecelakaan transportasi di Indonesia utamanya disebabkan
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faktor  human error , yang juga menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan sehingga tak lepas dari peran Badan Diklat Perhubungan sebagai training centre insan perhubungan dalam menghasilkan manusia perhubungan yang memiliki kompetensi, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, beberapa kegiatan dan fasilitas telah disiapkan Badan Diklat Perhubungan. Pembinaan mental dan ﬁsik diharapkan mampu digembleng melalui fasilitas yang telah dibangun. Dalam mendidik dan meningkatkan disiplin diramu dalam beberapa kegiatan seperti salah satunya panjat tebing. Mengingat tingkat resiko yang tinggi dari kegiatan semacam ini, maka dituntut dari setiap peserta diklat untuk mampu mempersiapkan diri secara mandiri dan terus men-check  dan me- recheck  berbagai alat keselamatan yang ada sebelum kegiatan dilakukan, seperti helm, sarung tangan, tali pengaman. Tujuan kegiatan semacam ini dipadu dengan penanaman pentingnya keselamatan dalam segala hal, terutama dalam kegiatan transportasi, sehingga dalam melaksanakan tugas sehari-hari, akan terbiasa untuk disiplin dan melaksanakan segala sesuatu sesuai prosedur serta selalu melakukan check and  recheck . Selain dengan pelatihan-pelatihan secara internal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan juga menyiapkan pendidikan ekternal, bekerjasama dengan institusi pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan kompetensi dan grade Aparatur Perhubungan. Sejak 2008 lalu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Diklat Perhubungan, telah menyelenggarakan Program Pembibitan melalui Program Tugas Belajar bagi para sarjana yang telah menjadi PNS untuk mengikuti pendidikan pada tingkat pendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) baik Single maupun Double Degree. Pendidikan tersebut dilaksanakan dengan
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menggandeng beberapa Perguruan Tinggi tambahan  soft skill   meliputi  managerial  Terpilih di dalam negeri dan di luar negeri,  skill, leadership, negotiation skill,  Bahasa untuk diarahkan pada kompetensi spesiﬁk Inggris, kemampuan IT dan ilmu-ilmu lain bidang Transportasi Darat, Transportasi yang diperlukan sebagai calon pemimpin Laut, Transportasi Udara dan Transportasi (Itu sebabnya diberi tambahan kata ”plus“). Kereta Api. Untuk bidang Transportasi Kereta Api akan diambil lulusan terbaik dari STTD Bekasi Khusus untuk mendapatkan pegawai sebanyak 30 orang yang akan direkrut terbaik untuk mengisi pos-pos kosong menjadi PNS Departemen Perhubungan Kementerian Perhubungan, Badan Diklat dan nantinya akan langsung di berikan mengkreasikan suatu program pembibitan tugas belajar ke luar negeri yaitu Swedia untuk disiapkan menjadi manusia selama 2 tahun dan diharapkan akan perhubungan unggulan diberbagai bidang menjadi instruktur buat operator kereta transportasi pada beberapa Unit Pelaksana api, yaitu menjadi inspektur roda, inspektur  Teknis Badan Diklat Perhubungan. Di bidang mesin, inspektur rel dan inspektur sinyal.  Transportasi Laut, program Ofﬁcer Plus 60 (OP-60) yaitu sebuah program pendidikan Untuk mengatasi diskoneksi lulusan Sekolah bagi 60 orang taruna untuk diarahkan Menengah Kejuruan di bidang pelayaran menjadi perwira pelaut di BP2IP Mauk dan penerbangan untuk melanjutkan ke  Tangerang. Di bidang Transportasi Udara,  jenjang yang lebih tinggi yang selama ini sedang disiapkan Tenaga Ahli Inspektur sulit dilakukan, pada tahun 2009 dibentuk Pesawat Udara melalui program Aircraft SMK di bidang Pelayaran dan Penerbangan Inspector Plus 60 (AIP-60) yang di bagi Modeling. Pada tahun 2009, Badan Diklat menjadi dua keahlian yaitu Aircraft Inspector  mulai merintis pembentukan SMK bidang dan Airtrafﬁc Control Auditor . Sebanyak 30 pelayaran dan bidang penerbangan orang taruna dialokasikan untuk mengikuti berijasah berbasis Internasional dengan Inggris sebagai Bahasa pendidikan sebagai  Aircraft Inspector   dan Bahasa 30 orang lainnya untuk  Airtraﬁc Control Pengantarnya. Dari uraian Kepala Badan  Auditor , yang pendidikannya dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tersebut diatas, terlihat betapa kokoh dan holistiknya perencanaan sekaligus berlokasi di Curug - Tangerang. implementasi yang telah dirintis Badan Di bidang Transportasi Darat saat ini juga Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan sedang disiapkan sebagai tenaga Ahli dalam membentuk manusia perhubungan  Transportasi Darat melalui program Praja 40 yang berkompetensi tinggi dalam makna yang pendidikannya dilaksanakan di STTD yang lebih mendalam. Kesemuanya diawali Bekasi. Program ini merupakan program dengan sebuah dream   dari segenap pembibitan yang dilaksanakan oleh Badan Pimpinan Kementrian Perhubungan bahwa Pendidikan dan Latihan Perhubungan, kelak, Kementerian Perhubungan akan terhadap para lulusan SLTA terbaik di seluruh dijalankan dan dikelola secara profesional Indonesia yang diseleksi dengan kriteria oleh Manusia Perhubungan yang memiliki tertentu sebagai CPNS sekaligus sebagai kompetensi tinggi, mempunyai kemampuan Calon Taruna Tugas Belajar. Seluruh program berﬁkir terbuka dan luas, memiliki semangat ini mempunyai nilai tambah pengetahuan, dan kualitas yang dapat dibanggakan serta profesional dan keterampilan yang lebih mengedepankan nilai-norma luhur yang dari pendidikan reguler yang telah berjalan dijunjung semua. Ini semua kemudian selama ini. Nilai tambah dimaksud adalah diawali dari program Pembinaan Fisik
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dan Mental yang dikombinasikan secara matang, seperti telah dikupas sedikit di atas, dengan maksud untuk membentuk dan mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan disiplin serta tanggung  jawab.



menjadi perwira pelaut, dengan melakukan diversiﬁkasi pendidikan.



Saat ini, Badan Diklat Perhubungan telah membuka program untuk perwira pelaut melalui program diploma IV. Kelebihan pendidikan ini adalah, selain menerbitkan Sertiﬁkasi Kompetensi seperti jamaknya Sumber Daya Manusia merupakan salah pendidikan kejuruan kepelautan, juga satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia, ditambahkannya dengan sertiﬁkasi Diploma entah diakui atau tidak. Seperti halnya IV sesuai dengan program pendidikan yang asset-asset lain, bila tidak dimanage secara disempurnakan, sehingga tiap lulusannya dini dengan memandang jauh kedepan, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang maka aset ini tak lebih dari hambatan di yang lebih tinggi. Tahun 2009 ini juga, Badan masa mendatang. Karenanya, penyiapan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan pendidikan dan pelatihan yang cocok  juga membuka Program Pendidikan dan bagi manusia Indonesia menjadi sebuah Pelatihan Non-Diploma sebagai bagian tantangan yang menarik untuk dilakukan. diversiﬁkasi pendidikan kepelautan. Hal ini Bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan selain mempertajam program Perhubungan, konsep ini telah lama disadari. pendidikan yang ada, tentunya untuk Lihat saja, di dunia Pelayaran, hingga tahun mengantisipasi peningkatan kebutuhan 2012 sesuai dengan program  go to sea, tenaga Pelaut di dunia. Kelak, para lulusan dunia membutuhkan 82.000 orang perwira Program Pendidikan dan Pelatihan Nonpelaut. Pelaut Indonesia merupakan salah Diploma, hanya mempunyai seriﬁkat satu pelaut yang diakui dan di”pakai” kompetensi saja seperti ANT 3 atau ATT didunia, namun sampai saat ini hanya 3. Program ini ditujukan bagi manusia mampu menghasilkan 2.000 orang perwira Indonesia yang berminat menjadi tenaga pelaut per tahun, sehingga sampai tahun Pelaut siap pakai, namun tidak menutup 2012 paling banyak Indonesia hanya bisa kemungkinan bila suatu saat kelak ingin menghasilkan 10.000 orang perwira pelaut. meng-upgrade  kapasitas/kompetensinya Dengan banyaknya minat serta keinginan dengan mengikuti Program Diploma IV. manusia Indonesia menjadi seorang pelaut, maka tantangan semacam ini menjadi Untuk dapat mengimplementasikan teramat menarik untuk dikelola semaksimal berbagai program tersebut diatas secara mungkin. Bahkan guna memaksimalkan nyata, maka diperlukan Unit Pelaksana fungsinya dalam menghasilkan manusia  Teknis dari Badan Pendidikan dan Pelatihan perhubungan baik disisi internal maupun Perhubungan yang lebih dinamis bergerak eksternal Departemen serta melihat mengadaptasi berbagai perubahan positif tingginya demand pelaut tersebut, Badan yang ada. Bentuk tersebut ditafsirkan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Badan Pendidikan dan Pelatihan akan menggenjot pendidikan kepelautan Perhubungan melalui Badan Layanan sehingga pada tahun 2012 ditargetkan Umum (BLU) yang diklaim sebagai suatu Indonesia dapat memasok 20% dari terobosan oleh Badan Diklat Perhubungan kebutuhan perwira pelaut (kurang lebih dalam mereformasi organisasi dan birokrasi 15.000 orang perwira pelaut). Mulai tahun yang telah ada, guna meningkatkan performa 2009, Badan Diklat Perhubungan mulai dan kinerja Badan Diklat Perhubungan, akan merekrut 3500 orang untuk dididik terutama dalam melayani masyarakat
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